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ABSTRAK

Al Imran, Kedudukan Hukum Pelaksanaan
Rekonstruksi Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap
Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai.
Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas
Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan
Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)
Kedudukan  hukum  pelaksanaan  rekonstruksi  dalam
mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum
Polres Sinjai (2) Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam
mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum
Polres Sinjai (3) Upaya penyidik dalam mengatasi hambatan
pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis empiris. Subyek dari penelitian ini adalah penyidik
Satreskrim Polres Sinjai. Adapun metode pengumpulan data
yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis
datanya menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan
hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak
pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yaitu
sebagai petunjuk guna membuat terang suatu tindak pidana
pembunuhan, sebagai barometer yang digunakan dalam
pengujian validitas antara keterangan saksi dan tersangka, dan
juga pendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan,
(2) Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap
tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai
yaitu pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di
Tempat Kejadian Perkara sebab faktor keamanan, sulit

iv



dijangkau karena medan yang terjal, dan pelaksanaan
rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan dari segi waktu dan
kondisi sebagaimana peristiwa sesungguhnya, dan (3) Upaya
penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi
dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah
hukum Polres Sinjai yaitu menyiapkan personil yang memadai
apabila pelaksanaan rekonstruksi tetap dilakukan di TKP,
melakukan rekonstruksi di tempat alternatif yang tempatnya
harus didesain sama dengan TKP sesungguhnya apabila
pelaksanaan rekonstruksi tidak dilakukan di TKP, serta
menyesuaikan kesiapan dari masing-masing pihak yang turut
serta terlibat meski waktu dan kondisi yang tidak sama dengan
peristiwa terjadi.

Kata Kunci: Penyidikan, Rekonstruksi, Tindak Pidana
Pembunuhan



ABSTRACT

Al Imran, Legal Position of Reconstrection [mplementation at the
Investigation Stage in Revealing the Criminal Act of Murder i the Sinjai Police
Legal Area. Thesis. Sinjai: Ishimic Crimmal Law Seady Program, Faculty of
Economics and kslamic Law, kslamic University of Ahmad Dablan Sinjai, 2023,

This study aines 1 find eur(h4:The gl ounitien, of the ion of
reconstruction in uncovesing criminal acts of murder in the j of the Sisjai
Police (2) Obstackes in carrying ost reccestruction in sncovering criminal acts of
mﬁuhhhﬂiﬁnthhﬁiMhO)hmmmh
m&umbmmdmnhf}dm
wcts of murder in the jarisdiction of the Sinjai Police,

This research is included in qualitative research with the type of research
used is empirical juridical research, The subjects of this study wefe investigators
from the Setresizim Polres Sinjai. The data collection method i by interview and
documestation, The data analysis technique uses data collection tighniques, data
reduction, data peeseration, and drawing conchusives. 3

The results of the study show that: (1) The legal positicn §T cxerying cat
reconstruction in uncovering crisvsal aces of murder in the pnisdictiga of the Sinjai
Police, namely as aguide to clarify a criminal act of murder, a5 a bafimeter used in
festing in validity of the testimony of witnesses and suspects, and alsf) to support the
jodge’s convictica in making @ desision, (2) Obstacles in the taticn of
reconstruction in uscovering criminal acts of murder in the jurisdictifn of the Sinjai
Police, namely the implementation of recomstruction which cansol bd carried out ot
the crime scene due to secunity factors, difficult %0 reach of the steep
temain, and the implementation of recorstructionywhich ied oat in
terms of time and conditions as the actsal evens, aad (3) Investigatoes' efforts in
overooming obstacles to camyingout recosstnuction in uncovering criminal acts of
murder in the jurisdiction of the Simjai Police, namely peeparing sdoguate personzel
if the reconstruction is still camied out at the crime seae, carying out
recoastruction in allemative places where it is i must be designed the same as the
sctusd crime scene if the rocomstruction i mot camied out ot the crime scere, and
adjust the readiness ofesch party invoéved even though the time and conditions are
1ot the same as the events that occurred

Keywords: Investigation, Reconstruction, Murder Crime
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Indonesia adalah negara hukum”, begitulah
bunyi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar
1945 yang mempunyai arti bahwa setiap pelanggaran
hukum yang terjadi harus diselesaikan pada jalur hukum
pula semata demi menegakkan hukum dan demi
kepentingan serta kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Hukum pidana disebut juga aturan yang di
dalamnya memuat apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan. Dari larangan itu, diatur tentang pelanggaran
dan kejahatan yang mana perbuatan yang diancam
dengan hukuman berupa penderitaan atau penyiksaan
atau hukum pidana dengan kata lain adalah hukum yang
mengatur atas tindakan yang merugikan kepentingan
umum. Lebih sederhana lagi, hukum pidana ialah
hukum yang memuat aturan mengenai perbuatan yang
tidak boleh untuk dilakukan, jika aturan tersebut
dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai

Undang-Undang yang mengaturnya (Maharani, 2022).
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Hukum pidana bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada setiap orang atau masyarakat dari
kejahatan. Salah satunya yaitu Pasal 338 KUHP tentang
pembunuhan yang memberikan perlindungan terhadap
jiwa/nyawa. Pembunuhan ialah tindak pidana yang
membuat hilangnya nyawa seseorang.

Pembunuhan di Indonesia sendiri bukan lagi
peristiva yang asing terjadi saat ini. Pembunuhan
terjadi didasari oleh suatu hal yang
melatarbelakanginya. Latar belakangnya pun beragam,
selain motif dari pelaku itu sendiri, juga disebabkan
oleh menurunnya moral, kesulitan ekonomi, masalah
keluarga, serta rasa benci yang merupakan faktor
mengapa pembunuhan itu terjadi.

Membunuh merupakan suatu perbuatan yang
dilarang oleh agama khususnya Agama Islam, bahkan
dikatakan bahwa membunuh merupakan dosa besar
setelah kemusyrikan. Islam telah menegaskan bahwa
siapa yang barangsiapa yang tanpa alasan membunuh
satu orang, setara dengan ia membunuh seluruh umat,
bahkan orang kafir sekalipun. Al-Quran telah

menegaskan dalam Q.S An Nisaa’: 93:
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Artinya: “Dan Barangsiapa yang membunuh
seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya
ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab
yvang besar baginya.”

Melihat fenomena saat ini rasanya hampir
setiap hari kita disuguhkan oleh berita-berita kriminal
dari seluruh pelosok negeri. Sangat disayangkan begitu
mudahnya hak hidup seseorang dirampas. Minimnya
pengetahuan tentang agama serta kerasnya hidup juga
menjadi faktor terjadinya pembunuhan. Pembunuhan
terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik rakyat
biasa maupun aparatur negara. Dikehendaki maupun
tidak, tetap merupakan pembunuhan jika yang
dilakukan ialah merampas hidup seseorang. Oleh
karenanya, patut diselidiki latar belakang yang
menyebabkan tindak pidana tersebut dilakukan.

Berangkat dari permasalahan kian maraknya
peristiwva pembunuhan di negara ini sangat dibutuhkan
peran dari pihak-pihak yang berwenang, kepolisian
salah satunya. Kepolisian dalam fungsinya selain
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sebagai penegak hukum, juga diberi wewenang dalam
tugasnya melindungi dan mengayomi serta memberikan
pelayanan kepada masyarakat, kepolisian pula
merupakan instansi pertama yang menangani suatu
perkara pidana. Hal ini karena kepolisian yang diberi
wewenang oleh negara untuk melakukan pemeriksaan
tingkat awal yaitu penyelidikan dan penyidikan perkara
pidana, sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Indonesia.

Sebagai lembaga yang bertugas di bidang
penyelidikan dan penyidikan, tentunya kepolisian
memiliki tujuan dalam pelaksanaan pemeriksaan
tersebut guna menemukan kebenaran materiil terhadap
suatu tindak pidana. Kepolisian dalam hal ini Badan
Reserse Kriminal (Bareskrim) yang diberi tugas pokok
dalam menangani perkara atau dengan kata lain
penyidik kepolisian. Perlu diketahui bahwa tidak semua
anggota kepolisian merupakan penyidik, tetapi penyidik
sudah pasti merupakan anggota kepolisian, artinya
hanya sebagian anggota dalam hal ini anggota Reserse
Kriminal yang diberi tugas dalam penyidikan suatu
perkara pidana.
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Dalam memperoleh bukti-bukti yang dimaksud
dalam kebenaran materil tersebut, penyidik melakukan
berbagai usaha guna membuat terang suatu perkara baik
pada tahap pemeriksaan pendahuluan hingga tahap
selanjutnya. Upaya yang dilakukan penyidik tersebut
termaktub dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
Pasal 6 ayat (2) tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
yang isinya menegaskan bahwa siapapun tidak dapat
dijatuhi hukuman, kecuali terdapat alat bukti yang sah
menurut Undang-Undang yang meyakini bahwa dirinya
bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan
perbuatan yang dituduhkan padanya (Harahap, 2010).

Merujuk dari  ketentuan Undang-Undang
tersebut, maka dalam proses penyelesaian suatu perkara
pidana penyidik berkewajiban dalam mengumpulkan
bukti yang sesuai dengan perkara pidana yang ia tangani
(Maharani, 2022). Alat bukti sebagaimana yang diakui
dan sah dimata hukum diatur dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP, dimana ada 5 diantaranya keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
tersangka/terdakwa.

Dalam prakteknya, selain menggunakan alat
bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, dalam
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kasus-kasus tindak pidana yang menyangkut luka tubuh,
nyawa atau pencurian, ada sebuah alat bukti yang
berupa petunjuk lain yang dikenal dengan istilah
rekonstruksi tindak pidana.

Polres Sinjai merupakan isntitusi kepolisian
yang berkedudukan di Kabupaten/Kota Sinjai yang
merupakan garda utama dalam persoalan keamanan dan
ketertiban di Kabupaten Sinjai, selain fungsinya sebagai
lembaga yang melindungi, melayani serta mengayomi
masyarakat, institusi ini pula memiliki wewenang
khusus di bidang hukum, utamanya lembaga yang
berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap
adanya dugaan tindak pidana di wilayah hukumnya.

Polres Sinjai di dalamnya terbagi atas beberapa
satuan, salah satunya satuan Reserse Kriminal atau
SatReskrim. Satreskrim Polres Sinjai dalam tugas
pokok dan fungsinya ialah satuan yang bergerak dalam
proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana,
dimana merupakan suatu pemeriksaan tingkat pertama
dalam menangani suatu perkara. Sebagaimana
penyelidikan dilakukan ialah untuk memeriksa apakah
peristiwa tersebut terdapat unsur pidana atau tidak,
maka seandainya terdapat unsur pidana didalamnya,
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maka status yang pada awalnya penyelidikan akan
ditingkatkan ke penyidikan. Dalam proses penyidikan
ini sebagaimana definisinya merupakan serangkaian
tindakan penyidik kepolisian untuk mengumpulkan
bukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang mana
tujuannya ialah untuk membuat terang suatu tindak
pidana serta mencari tersangkanya.

Satreskrim  Polres Sinjai sendiri, dalam
melakukan penyidikan suatu tindak pidana khususnya
pembunuhan, tidak jarang menemui kesulitan. Berbagai
macam problematika yang sering ditemui salah satunya
menyoroti alat bukti kelima dari Pasal 184 ayat (1)
KUHAP tersebut, yaitu keterangan tersangka/terdakwa.
Ketidaksinambungan antara  keterangan yang
dilontarkan oleh saksi maupun alat bukti yang lain
dengan keterangan yang diberikan oleh
tersangka/terdakwa merupakan problematika yang
sering menghambat proses pemeriksaan di tingkat
penyidikan. Kondisi demikian yang menjadikan
rekonstruksi memiliki arti yang sangat penting.

Sekalipun rekonstruksi ini tidak diatur secara
eksplisit dalam undang-undang bahkan KUHAP
sekalipun, serta pelaksanaannya juga tidaklah
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merupakan sebuah hal yang wajib untuk dilakukan
dalam penyidikan, namun rekonstruksi ini penting
keberadaannya untuk menguatkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) dari penyidik, serta memberikan
gambaran mengenai kejadian suatu tindak pidana
dengan memperagakan kembali bagaimana tindak
pidana itu dilakukan oleh tersangka, sehingga kebenaran
materiil dapat ditemukan.

Selain daripada itu, rekonstruksi dilakukan
untuk memberikan keyakinan kepada pemeriksa
mengenai kebenaran dari keterangan tersangka dan
saksi, sebagaimana problematika keterangan tersangka
yang seringkali bertentangan dengan keterangan yang
diberikan oleh saksi. Adanya rentan waktu atau jarak
pemeriksaan yang cukup lama di persidangan sehingga
rekonstruksi ini dapat membantu penyidik kepolisian
untuk mendapat gambaran kejadian yang telah berlalu
seperti bagaimana cara tersangka merampas nyawa
korban.

Adapun pada pelaksanaan rekonstruksi ini,
penyidik Satreskrim Polres Sinjai umumnya melakukan
di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau di tempat yang
menjadi alternatif bilamana Tempat Kejadian Perkara
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(TKP) tidak memungkinkan atau tidak terjamin
keamanannya untuk dilakukan rekonstruksi. Biasanya
setelah dilaksanakan rekonstruksi, dibuatkanlah Berita
Acara Rekonstruksi yang juga dilampirkan bersama foto
copy adegan yang dilakukan selama berlangsungnya
rekonstruksi tersebut.

Dalam menangani setiap peristiwa pidana
utamanya pembunuhan, penyidik Satreskrim Polres
Sinjai akan melaksanakan rekonstruksi  sebagai
tambahan alat bukti untuk kebutuhan di persidangan,
sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh salah
satu personel Polres Sinjai A.K.P Sudirman Mando
yang merupakan Kasubbag Bin Ops Polres Sinjai, saat
ditanya oleh penulis, ia mengatakan bahwa:

Rekonstruksi ini gambarannya berupa reka ulang atau
pengulangan kembali mengenai apa yang tersangka
lakukan terhadap korbannya, utamanya tindak pidana
pembunuhan, atau tindak pidana lain  seperti
penganiayaan atau pencurian, rekonstruksi ini berguna
untuk memperkuat alat bukti, dan juga untuk menguji
apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka
sinkron dengan keterangan yang dikatakan oleh saksi.

Sekalipun dalam  Undang-Undang tidak
dijelaskan secara eksplisit juga tidak terdapat satu
pasalpun yang mengatur tentang rekonstruksi, serta
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keberadaan rekonstruksi disebut bukanlah sesuatu yang
wajib dilaksanakan pada saat penyidikan, namun bagi
lembaga yang berkewenangan dalam melakukan
penyidikan seperti Kepolisian Resor Sinjai, dapat
membantu penyidik utamanya dalam memperoleh
petunjuk lain yang dapat menguatkan alat bukti suatu
tindak pidana sehingga tercapai tujuan dari hukum acara
pidana yaitu untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan
tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membahas
pokok permasalahan secara mendalam mengenai
kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi serta
hambatannya, dimana diletakkan dibawah judul
“Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi pada
Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana
Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai”.
. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,
agar pembahasan tidak tidak meluas dan agar
mempermudah penulisan skripsi ini perlu kiranya
penulis agar membatasi masalah yang akan menjadi
fokus pembahasan dalam penelitian ini sehingga
menjadi jelas dan terarah sesuai yang diharapkan
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penulis. Maka penulis akan memfokuskan penelitian

mengenai kedudukan hukum mengenai pelaksanaan

rekonstruksi  dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan, hambatannya serta upaya penyidik dalam
mengatasi hambatan di wilayah hukum Polres Sinjai.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum  pelaksanaan
rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan di wilayah Hukum Polres Sinjai?

2. Apa yang menjadi penghambat pelaksanaan
rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai?

3. Bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi
hambatan  pelaksanaan  rekonstruksi ~ dalam
mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah
hukum Polres Sinjai?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah

diuraikan diatas, maka ditarik dua tujuan diantaranya:
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1. Untuk  mendeskripsikan  kedudukan  hukum
pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak
pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres
Sinjai.

2. Untuk mendeskripsikan hambatan pelaksanaan
rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

3. Untuk mendeskripsikan upaya penyidik dalam
mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi
dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di
wilayah hukum Polres Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah
untuk menambah wawasan dan Kkajian tentang
kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi serta
hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan
pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak
pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

2. Manfaat Praktis
a. Untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi.

b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi

pada prodi Hukum Pidana Islam (HPI) dan
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mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna
bagi praktisi hukum dalam menganalisa
maupun memahami tentang pelaksanaan
rekonstruksi ini.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai
informasi berharga bagi para penegak hukum,
khususnya bagi lembaga yang dijadikan
rujukan penelitian dalam upaya meningkatkan
keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di

Kabupaten Sinjai.



BAB 11
KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kajian Tentang Rekonstruksi

a. Pengertian Rekonstruksi
Rekonstruksi  berasal dari Bahasa
Inggris yaitu reconstruct dan ion. Rekonstruksi
merupakan sebuah kata benda yang berarti
membangun atau pembangunan  kembali.
Rekonstruksi lebih dikenal dengan istilah reka
ulang atau reconstruction the crime (Prihantono,
2010). Definisi rekonstruksi saat ini sangat
jarang ditemukan dalam literatur hukum
manapun, juga tidak ditemukan ketentuan yang
secara eksiplisit menjelaskan tentang
rekonstruksi. Meskipun hampir tidak ditemukan,
namun ada beberapa pengertian tentang
rekonstruksi menurut beberapa ahli dan juga

beberapa literatur, yaitu:

1) Hasan Alwi

Menurutnya, rekonstruksi ialah

mengembalikan seperti semula, sedangkan
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merekonstruksi ialah pengembalian atau
pemulihan ke bentuk semula (Alwi &
Sugono, 2002).

Andi Hamzah

Menurutnya, rekonstruksi ialah menyusun
kembali, reorganisasi serta pemeriksaan
kembali terjadinya suatu pidana dengan
usaha pengulangan kembali peragaan seperti
kejadian yang sesungguhnya. Rekonstruksi
dilakukan baik penyidik ataupun hakin
dalam rangka menemukan keyakinan
(Yunatha, 2010).

Simorangkir JCT

Rekonstruksi ialah membina atau
membangun yang baru, mengulang suatu
kejadian (Simorangkir et al., 2003).

Firdaus Sholihin

Menurutnya, rekonstruksi ialah
memperagakan ulang (perbuatan yang lalu),
menyusun kembali seperti semula (Sholihin
& Yulianingsih, 2015).

Himpunan Juklak dan Juknis Markas Besar
Polisi Republik Indonesia
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Menurutnya, rekonstruksi ialah suatu teknik
pemeriksaan dalam penyidikan dengan cara
peragaan kembali bagaimana tersangka
melakukan suatu tindak pidana, yang
bertujuan untuk mendapat suatu gambaran
jelas bagaimana terjadinya suatu tindak
pidana dalam rangka pengujian kebenaran
antara keterangan tersangka dan saksi,
demikian  dapat dijumpai  kebenaran
tersangka sebagao pelaku yang dituangkan
dalam Berita Acara Rekonstruksi tindak
pidana (Yunatha, 2010).

Rekonstruksi perkara pidana sebagai
suatu teknik pemeriksaan dalam proses
penyidikan yang dilaksanakan pada tahap
pemeriksaan pendahuluan atau dengan kata lain
reka ulang suatu tindak pidana dengan jalan
memperagakan kembali gerak, cara serta alat
yang dipakai dalam melakukan tindak pidana
oleh tersangka, dengan berdasarkan keterangan
yang diberikan oleh tersangka juga didukung
keterangan saksi (Tampubolon, n.d.).
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Pada umumnya, rekonstruksi dilakukan
di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam
setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka
maupun saksi, penyidik lalu mengambil foto-
fotonya, serta alur pelaksanaan rekonstruksi ini
kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara
Rekonstruksi.  Output  dari  pelaksanaan
rekonstruksi  ini  kemudian nantinya akan
dianalisis, utamanya pada bagian-bagian yang
sama dan berbeda dengan isi Berita Acara
Pemeriksaan tersangka dan saksi (Prihantono,
2010).
Dasar Hukum Rekonstruksi

Meskipun tidak dijelaskan secara
eksplisit  tentang  peraturan  pelaksanaan
rekonstruksi dalam Undang-Undang begitupula
definisi sesungguhnya tidak dijelaskan dalam
literatur hukum manapun, namun Kkita dapat
menjumpai  beberapa ketentuan mengenai
pelaksanaan rekonstruksi di dalam KUHAP dan
Undang-Undang Kepolisian, yaitu:
1) Rekonstruksi  dijelaskan  dalam  Surat

Keputusan  Kapolri  No. Pol:  Skep
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1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan
Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak
Pidana, yaitu:

Salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka
penyidikan, dengan jalan memperagakan
kembali cara tersangka melakukan tindak
pidana atau pengetahuan saksi, dengan
tujuan untuk mendapatkan gambaran yang
jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana
tersebut dan untuk menguji kebenaran
keterangan tersangka atau saksi sehingga
dengan demikian dapat diketahui benar
tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Rekonstruksi (Markas Besar Kepolisian
Republik Indonesia, 1983).

Bab Il angka 8.3.d SK Kapolri 1205/2000

diatur bahwa:

Metode pemeriksaan dapat menggunakan
teknik:

(1) Interview;

(2) Interogasi;

(3) Konfrontasi;

(4) Rekonstruksi (hukumonline, 2022)

Pasal 184 ayat (1) KUHAP
Alat bukti yang sah ialah:

(1) Keterangan saksi;
(2) Keterangan ahli;
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(3) Surat;

(4) Petunjuk;

(5) Keterangan terdakwa (Tim Redaksi BIP,
2017a).

Pasal 184 KUHAP digunakan
sebagai dasar utama pelaksanaan
rekonstruksi, yang mana dalam pasal ini
digunakan untuk pengembangan salah satu
alat bukti diatas yang berupa alat bukti
petunjuk.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP

dinyatakan bahwa Penyidik berkewenangan:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari
seorang tentang adanya tindak pidana;

b) Melakukan tindakan pertama pada saat di
tempat kejadian;

¢) Menyuruh berhenti seorang tersangka
dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

d) Melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan;

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan
surat;

f) Mengambil sidik jari dan memotret
seseorang;

g) Memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
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h) Mendatangkan  orang ahli  yang
diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

i) Mengadakan penghentian penyidikan;

J) Mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab (Tim
Redaksi BIP, 2017a).

Pada butir (j) pada pasal diatas yang
menyatakan “tindakan lain” memang tidak
dijelaskan secara mendetail mengenai
tindakan seperti apa, tetapi dapat Kita
simpulkan bahwa salah satu tindakan
tersebut ialah melaksanakan reka ulang
(rekonstruksi). Pelaksanaan rekonstruksi ini
bertujuan untuk menemukan kebenaran
materiil atau dengan kata lain mengungkap
suatu tindak pidana serta pelaku dari tindak
pidana tersebut dapat diadili di persidangan.
Demikianlah pelaksanaan rekonstruksi ini
mampu  dipertanggungjawabkan  dalam
hukum (Prihantono, 2010).

Pasal 24 ayat (3) Perkap Rl Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,
yang berbunyi:
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Dalam hal menguji persesuaian keterangan
para saksi atau tersangka, Penyidik/Penyidik
Pembantu dapat melakukan rekonstruksi
(Peraturan  Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana, 2019)

6) Pasal 68 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2012
tentang Manajemen Penyidikan Tindak
Pidana, yang berbunyi:

(1) Untuk kepentingan pembuktian,
Penyidik/Penyidik ~ pembantu  dapat
melakukan rekonstruksi dan membuat
dokumentasi.

(2) Penyidik/penyidik ~ pembantu  wajib
membuat berita acara rekonstruksi
(Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2012 Tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana, 2012)

c. Tujuan Rekonstruksi

Rekonstruksi ialah suatu  metode
pemeriksaan sebuah kasus pidana pada tingkat
penyidikan di Kepolisian (hukumonline, 2022),
yang memegang peranan sangat penting dalam
kasus pidana. Secara umum, rekonstruksi
bertujuan untuk mengungkap suatu tindak
pidana, Khususnya pada tindak pidana
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pembunuhan ialah untuk menguatkan bukti yang
ditemukan terkait peristiwa pembunuhan yang
dilakukan oleh tersangka (voi.id, 2022).

Rekonstruksi merupakan  sebuah
metode pemeriksaan pada tingkat penyidikan,
yang mana merupakan reka ulang tersangka
dalam  melakukan tindak pidana atau
pengetahuan saksi, yang bertujuan untuk
mendapatkan sebuah gambaran yang jelas
bagaimana tindak pidana itu terjadi serta dalam
hal pengujian validitas keterangan tersangka
dengan saksi, demikian dapat diketahui apakah
benar tersangka tersebut sebagai pelaku (Silaen,
2015)

Rekonstruksi dilaksanakan guna
mendapat gambaran jelas atas suatu tindak
pidana dengan jalan pengulangan kembali
kejadian. Rekonstruksi pula bertujuan untuk
membantu Jaksa Penuntut Umum dan sebagai
alat bukti petunjuk dalam persidangan untuk
membantu hakim dalam pengambilan putusan
(Choirunnisa et al., 2020).
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d. Fungsi Rekonstruksi

Meskipun rekonstruksi sifatnya tidak
wajib dalam pemeriksaan penyidikan, sebab
penyidik hanya membutuhkan gambaran akan
terjadinya suatu peristiwva sebelum berkas
dilimpahkan ke Kejaksaan, namun keberadaan
dari rekonstruksi ini berguna untuk kepentingan
pemeriksaan kembali dalam pelengkapan berkas
perkara serta pengembangan hasil penyidikan.
Rekonstruksi  berfungsi untuk memberikan
gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi,
disamping itu rekonstruksi juga berfungsi
sebagai alat bukti tambahan khususnya dalam
hal alat bukti petunjuk (Flora, 2016).

Rekonstruksi merupakan suatu metode
penyidikan untuk menemukan sebuah kebenaran
khususnya keterangan yang diberikan oleh
tersangka. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa
tersangka memberikan keterangan yang jujur
pada saat pemeriksaan, tidak dipungkiri juga
tersangka memberikan keterangan yang berbeda
pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh lebih
dari satu orang penyidik. Untuk dapat
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menentukan kebenaran bahwa tersangka yang
melakukan suatu tindak pidana serta perannya,
maka keyakinan penyidiklah yang menguatkan.
Sumber keyakinan penyidik berasal dari alat
bukti yang ia dapatkan, yaitu keterangan saksi
dan terdakwa. Agar meminimalisir kesalahan
dalam penentuan tersangka, maka perlu
dilaksanakan rekonstruksi untuk
menyingkronkan  penemuan awal dengan
keterangan yang diberikan saksi dan juga
terdakwa (Flora, 2016).

Selain itu, rekonstruksi merupakan
barometer yang dipakai penyidik untuk
mengukur kebenaran yang diberikan oleh
tersangka sejauh apa, melalui tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh tersangka pada saat
rekonstruksi berlangsung. Rekonstruksi pula
akan memperjelas mengenai alat yang
digunakan tersangka saat melakukan tindak
pidana, disamping itu rekonstruksi juga akan
memberikan keyakinan terhadap penyidik dan
juga Jaksa Penuntut Umum mengenai tindak
pidana yang dilakukan oleh tersangka apakah



25

benar ia melakukan seorang diri ataukah ada
peran orang lain dalam perkara tersebut (Flora,
2016).

e. Alur Pelaksanaan Rekonstruksi

! KASUS TINDAK |
. PIDANA |

Hal-halyang dilakukan dalam penyidikan?
1. Pemangglantersangka dansaksi |
PENYIDIKAN |:> 2. Penangkapan :
3. Penahanan
i 4. Penggeledahandanpenyitaan

Hal halyangdilakukan dalam pem eriksaan:

. - 1. Pemeriksaantersangka
PEMERIRSAAY :D’ 2. Pemeriksaansaksi

4

o D : Tahapan—tahapan dalam m elakukan
ngdakan lain yang! rek il
d‘;akm; zﬂm{P.en}nld.ik : 1. Tahapanpersiapan
hasa : i{%;; 5\12 i 2. Tahapanpelaksanaan
J Sl { 3. TahapanpembuatanBerita Acara
L Bekonstiles | Rekonstruksi

Gambar 1

Alur pelaksanaan Rekonstruksi

f. Tahapan Pelaksanan Rekonstruksi
Pelaksanaan rekonstruksi dapat dilakukan atas
inisiatif penyidik itu sendiri ataupun permintaan

dan petunjuk Jaksa Penuntut Umum atau hakim
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untuk mendapatkan kejelasan dari perkara
tersebut (Yuliana, 2022). Adapun tahap

pelaksanaan rekonstruksi meliputi:

{ Proses penyidilan |

By e i ; Penyusvnan
iProses pemeriksaani i
i ] i berkss perkara

kepada Jaksa Penuatot Umum
(T2

Jaksa membeari petunjuk barkas
parkara (P19) meminta panyidik |
melakukan penyidikan tambahan |

{ Penyidik melakvkan rekonstroksi |
vatok memperjelas parkara sesvai
:pensnjuk Jaksa Penuntut Umum (.TPU]

!

Ta.hapan Rzkons tn:kst‘;

. : ; “Thapan pembuatan

{ Tzha Rekonstrukst
i e i o Bearita Acara

i (tarsangka melakukan |
Relconatoaksi

iadezan rekonstruksi sesuail
dengan arahan penyidik) |

Gambar 2
Skema Jalannya Rekonstruksi
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1) Tahap persiapan rekonstruksi, antara lain:

a)

b)

d)

Menyiapkan tempat rekonstruksi
Rekonstruksi harus dilakukan di Tempat
Kejadian Perkara dan dibentuk seperti
keadaan pada saat kejadian tindak
pidana. Namun apabila tidak
memungkinkan untuk dilakukan di TKP
sebab kekhawatiran tersangka tidak
aman, maka dapat dialihkan ke tempat
lain seperti Kantor Polisi atau tempat lain
dengan syarat tempat itu harus
disesuaikan dengan keadaan asli di TKP.
Memberikan  nomor urut  sebagai
penanda urutan setiap adegan yang
dilakukan tersangka.

Identitas atau tanda pengenal siapa yang
menjadi tersangka, korban dan saksi.
Menyiapkan alat atau barang yang
digunakan oleh  tersangka dalam
melakukan tindak pidana serta keperluan

dokumentasi seperti kamera dengan
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tujuan memotret setiap adegan dalam
rekonstruksi.

e) Mempersiapkan tim pengaman dari
Kepolisian untuk mengamankan TKP
dari turut campur pihak luar dalam hal
ini masyarakat, utamanya keluarga dari
pihak korban (Bintang, 2017).

Tahap pelaksanaan rekonstruksi

Tersangka melakukan beberapa
adegan vyang harus dilakukan secara
berurutan sesuai dengan keterangan yang
diberikan tersangka kepada penyidik pada
saat pemeriksaan. Masing-masing adegan
diberi omor untuk menandai urutan tindakan
yang dilakukan tersangka. tersangka haruss
melaksanakan adegan-adegan yang telah
dibuat oleh penyidik sesuai dengan Berita

Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi yang

dibacakan oleh penyidik, jika terdapat

ketidakcocokan atau ada penambahan
adegan, maka harus diperbaiki dan diulang
kembali.  Tim  pengaman  kepolisian
memberikan pengamanan yang ketat untuk
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mencegah terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan selama rekonstruksi berlangsung.
Setiap peragaan tersangka selanjutnya akan
difoto atau direkam sebagai bukti bahwa
tersangka telah melakukan rekonstruksi yang
selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara
Rekonstruksi (Siahan, 2018).
Tahap pembuatan berita acara rekonstruksi

Pascarekonstruksi dilakukan,
penyidik kemudian membuat berita acara
rekonstruksi. Hal ini penting, sebab
berfungsi  sebagai bukti surat yang
didalamnya menerangkan dan meyakinkan
hakim bahwa telah dilakukan rekonstruksi
(Siahan, 2018), sesuai dengan ketentuan
Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP bahwa
ketentuan pembuatan berita acara yaitu salah
satunya pembuatan berita acara rekonstruksi
yang termasuk kategori tindakan lain sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang
(Tim Redaksi BIP, 2017a).

Pada berita acara rekonstruksi,

memuat catatan yang berisi rangkaian



30

peristiwa pada saat berjalannya rekonstruksi,
adapun isi yang termaktub didalamnya ialah:
a) Waktu pelaksanaan acara rekonstruksi.
b) Identitas penyidik yang melakukan
rekonstruksi.
c) Nama tersangka.
d) Tempat pelaksanaan rekonstruksi.
e) Urutan adegan rekonstruksi  yang
dilakukan oleh tersangka.
f) Tanda tangan penyidik dan tersangka.
Berita acara rekonstruksi juga dilengkapi
dengan foto dokumentasi yang diambil pada
saart tersangka ataupun pihak yang
membantu  melaksanakan  rekonstruksi
(Flora, 2016).
g. Penyidik dan Penyidikan
1) Pengertian Penyidik
Penyidik ialah pihak yang diberi
wewenang oleh Undang-Undang (pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang
melakukan  rangkaian tindakan  untuk

mengumpulkan bukti tentang terjadinya
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sebuah kejahatan guna membuat semakin
terang kejahatannya, dan mencari tersangka
(Efendi et al., 2016).

Syarat Penyidik

Untuk menjadi seorang penyidik
ialah dengan syarat anggota Polri dengan
pangkat minimal Inspektur Dua Polisi dan
berpendidikan paling rendah sarjana strata
satu atau setara. Kecuali dalam keadaan
disuatu termpat tidak ada pejabat penyidik
sebagaimana yang dimaksud, maka Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Pejabat  Kepolisian Negara  Republik
Indonesia yang ditunjuk karena jabatanya
dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain
sebagai penyidik, sebagaimana dalam Pasal
2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
KUHAP (Nuryadi, 2017).

Penyidik dari Polri yang berwenang
melakukan penyidikan saat ini minimal
harus seorang Anggota Polri dengan pangkat
minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU),
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sedangkan untuk seorang Polisi yang
bertigas sebagai penyidik pembantu berasal
Bintara Polisi dengan pangkat minimal
Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir
Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir
Kepala (BRIPKA) dengan syarat telah lulus
pendidikan  pengembangan  spesialisasi
fungsi reserse kriminal, bertugas di bidang
penyidikan sekurang-kurangnya dua tahun,
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter, serta
memiliki kemampuan dan integritas moral
yang tinggi (Nuryadi, 2017).

Dalam KUHAP dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
meringankan beban penyidik juga telah
diatur adanya penyidik pembantu yang
merupakan pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang diangkat oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan

yang diberi wewenang tertentu dalam
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melaksanakan tugas penyidikan yang diatur
dalam Undang-Undang (Nuryadi, 2017).
Pejabat Penyidik Pembantu dalam

KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP

menentukan bahwa:

(2) Penyidik Pembantu adalah  pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a) Berpangkat paling rendah Brigadir
Dua Polisi;

b) Mengikuti dan lulus pendidikan
pengembangan spesialisasi  fungsi
reserse kriminal;

c) Sehat jasmani dan rohani yang
dibuktikan dengan surat keterangan
dokter; dan

d) Memiliki kemampuan dan integritas
moral yang tinggi.

(3) Pada ayat (1) diangkat oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia
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atas usul komandan atau pimpinan
kesatuan masing-masing. Wewenang
pengangkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada
pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Wewenang Penyidik Pembantu ini
hampir sama dengan penyidik pada
umumnya, kecuali pada kewenangan
penahanan. Dalam hal penahanan,
penyidik pembantu harus menunggu
terlebih dahulu pelimpahan wewenang
dari penyidik. Dalam pembuatan berita
acara dan berkas perkara yang tidak
langsung diserahkan kepada penuntut
umum, tetapi  diserahkan  kepada
penyidik, kecuali dalam perkara dengan
pemeriksaan singkat (Nuryadi, 2017).
Dalam melakukan pemeriksaan,
seorang penyidik harus taat pada standar
operasional prosedur (SOP) disamping
KUHAP, Peraturan Pemerintah ataupun
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Perkab. Dalam Perkaba SOP tentang
pelaksanaan penyidikan Tahun 2012 terdapat
beberapa prinsip dan asas yang menjadikan
pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan
pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan
asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3

Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun

2012, prinsip dan asas dalam peraturan

tersebut, antara lain:

a) Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas
dalam penyidikan dengan melibatkan
pemangku kepentingan dan dapat
dipertanggungjawabkan;

b) Professional: meningkatkan kapasitas
dan kemampuan penyidik sehingga dapat
memberikan pelayanan yang mudah,
cepat dan proporsional;

c) Responsif:  meningkatkan  kepekaan
penyidik dalam menindaklanjuti laporan
masyarakat;

d) Transparan: proses dan hasil penyidikan
dilaksanakan secara terbuka dan dapat
dimonitor dengan mudah oleh pihak
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yang berkepentingan sehingga
masyarakat dapat mengakses informasi
seluas-luasnya dan akurat;

e) Efektif dan efisien:  pelaksanaan
penyidikan berjalan dengan baik dan
mencapai sasaran yang diharapkan;

f) Dalam melaksanakan penyidikan,
penyidik memperharikan:

(1) Hak tersangka sesuai KUHP;
(2) Hak pelapor dan pengadu;
(3) Hak saksi korban;
(4) Hak asasi manusia;
(5) Asas persamaan dimuka hukum;
(6) Asas praduga tak bersalah;
(7) Asas legalitas;
(8) Asas kepatuhan, kecuali dalam hal
diatur dalam Undang-Undang lain;
(9) Memperhatikan etika profesi
Kepolisian (Nuryadi, 2017).
3) Pengertian Penyidikan
Penyidikan ~ merupakan  sebuah
istilah yang dimaksudkan sejajar dengan
pengertian  opsporing  (Belanda) dan
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investigation (Inggris) atau penyiasatan atau
siasat (Malaysia) (Hamzah, 2019).

Penyidikan  ialah  serangkaian
tindakan penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti guna membuat terang
tindak pidana yang terjadi dan menemukan
tersangkanya, termasuk didalamnya adalah
pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau
tanpa penangkapan dan penahanan (Efendi et
al., 2016).

Penyidikan dilakukan apabila telah
selesai penyelidikan terhadap tindak pidana
yang terjadi, yang mana dalam proses
peyidikan ini ada beberapa hal yang harus
dilakukan oleh  penyidik, diantaranya
pemanggilan tersangka  dan saksi,
penangkapan (jika perlu), penahanan (jika
perlu), penggeledahan, dan penyitaan.
Keseluruhan tindakan tersebut dilakukan
berdasarkan surat perintah yang kemudian
dibuatkan berita acara (Sugianto, 2018).

Bagian-bagian hukum acara pidana
yang menyangkut penyidikan adalah:
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Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
Ketentuan tentang diketahuinya
terjadinya delik.
Pemeriksaan di tempat kejadian.
Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
Penahanan sementara.
Penggeledahan.
Pemeriksaan atau interogasi.
Berita acara (penggeledahan, interogasi,
dan pemeriksaan di tempat).
Penyitaan
Penyampingan perkara.
Pelimpahan perkara kepada penuntut
umum dan pengembaliannya kepada
penyidik untuk disempurnakan (Hamzah,
2019).

Berdasarkan PP nomor 27 Tahun

1983, syarat penyidik ialah memiliki pangkat

setara dengan perwira (inspektur dua) ke atas

atau disetarakan dengan PNS golongan Ill/a.

sedangkan anggota polisi dibawah perwira

dapat diangkat menjadi penyidik pembantu
(Siahaan, 2017).
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4) Tahapan Penyidikan
a) Pelaksanaan
Setelah diketahui bahwa telah
terjadi suatu peristiwa pidana, maka
dilakukan penyidikan tindak pidana yang
meliputi:
(1) Diketahuinya Tindak Pidana
Suatu tindak pidana dapat
diketahui melalui laporan,
pengaduan,  tertangkap  tangan,
diketahui langsung oleh petugas
Polri.
(2) Pelaksanaan Penyidikan
Setelah  diketahui bahwa
suatu peristiwa yang terjadi diduga
atau merupakan tindak pidana,
penyidik segera melakukan
penyidikan melalui kegiatan-kegiatan
penyelidikan, penindakan,
pemeriksaan serta penyelesaian dan
penyerahan berkas perkara.
Penyidik  berkewenangan

dalam penerimaan laporan atau
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aduan tentang terjadinya tindak
pidana, mencari keterangan dan
barang bukti, menyuruh berhenti
seseorang yang dicurigai  dan
menanyakan serta memeriksa tanda
pengenal diri, serta melakukan
tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab. Penyidikan dapat
berupa  penangkapan, larangan
meninggalkan tempat, penggeledahan
dan penyitaan, pemeriksaan dan
penyitaan surat, mengambil sidik jari
dan memotret seseorang, membawa
dan menghadapkan seorang pada
penyidik (Asis, 2015)
b) Penindakan
Setiap tindakan hukum yang
dilakukan terhadap orang maupun benda
yang berhubungan dengan tindak pidana
yang terjadi disebut penindakan, yang
mana meliputi:

1) Pemanggilan tersangka dan saksi
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Penyidik  berkewenangan
memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau
saksi serta mendatangkan ahli yang
dibutuhkan  dalam  hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.
Penangkapan

Penyidik  berkewenangan
dalam  melakukan  penangkapan,
penahanan,  penggeledahan  dan
penyitaan.

Penahanan

Dalam melakukan
penahanan, penyidik  memiliki
wewenang melakukan penangkapan,
penahanan,  penggeledahan  dan
penyitaan (Pasal 7 ayat (1) huruf d
KUHAP).

Penggeledahan

Untuk kepentingan
penyidikan, penyidik dapat
melakukan penggeledahan rumah
atau pakaian atau badan menurut tata
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cara yang ditrntukan dalam Undang-
Undang.
5) Penyitaan
Penyitaan  hanya  dapat
dilakukan oleh penyidik dengan surat
izin  ketua pengadilan  negeri
setempat.
6) Pemeriksaan tersangka dan saksi
Penyidik yang melakukan
pemeriksaan, dengan menyebutkan
alasan pemanggila jelas, berwenang
memanggil tersangka dan saksi yang
dianggap perlu untuk diperiksa
dengan surat panggilan yang sah
dengan memperhatikan tenggang
waktu yang wajar antara diterimanya
panggilan dan hari seorang itu
diharuskan memenuhi pangggilan
tersebut (Asis, 2015).
2. Kajian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan
a. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana ialah perbuatan yang
dilarang untuk dilakukan, apabila dilakukan
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maka diancam dengan pidana. Dikatakan dalam
rancangan KUHP pada Pasal 11, bahwa tindak
pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagali
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana (Huda, 2015).

Tindak pidana pada hakikatnya
merupakan “perbuatan yang diangkat” atau
“perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan” (benoemd
gedrag atau designated behaviour) sebagai
pebuatan yang dapat dipidana oleh pembuat
undang-undang (Faisal, 2021).

Dua unsur dari tindak pidana vyaitu
unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur
objektif antara lain perbuatan orang, akibat dari
oerbuatan, ada keadaan tertentu yang menyertai
perbuatan. Sedangkan unsur subjektifnya ialah
orang yang mampu bertanggungjawab, adanya
kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan

dengan akibat dari perbuatan atau dengan
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keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Gunadi
& Efendi, 2015).
Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata
dasar “bunuh” yang mendapat awal pe- dan
akhiran -an yang mengandung makna
mematikan. Pembunuhan mengandung arti
membuat supaya mati, menghilangkan nyawa.
Pembunuhan berarti  perkara  membunuh,
perbuatan membunuh (Manullang, 2022). Ketika
ditemukan kematian pada seseorang, dan
kematian tersebut ada hubungannya dengan
perbuatan orang lain, maka peristiwa kematian
tersebut bisa menjadi misteri yang akan
dihubungkan dengan hukum pidana. Dalam
pengertian hukum umum, tindak pidana
pembunuhan hanya didefinisikan sebagai
terjadinya kematian selama berlangsungnya
kejahatan (Sofian, 2018).

Pembunuhan termasuk kedalam
kategori kejahatan terhadap nyawa orang lain,
yang mana merupakan perbuatan dengan sengaja
menghilangkan nyawa orang lain. Seseorang
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yang hendak membunuh orang lain, harus
melakukan terlebih dahulu sesuatu atau suatu
rangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan
meninggalnya orang lain (Manullang, 2022).

Tindak pidana pembunuhan
dikategorikan sebagai delik materiil yang
memiliki arti delik yang dirumuskan secara
materiil, artinya delik yang baru dapat dianggap
sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya
dengan timbulnya akibat yang dilarang atau
yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
Dengan demikian, tidak dapat dikatakan sebagai
tindak pidana pembunuhan apabila belum
terdapat akibat yang ditimbulkan (Sofian, 2018).

Tindak pidana pembunuhan
mengkhendaki dua elemen penting, dimana
adanya niat jahat (mens rea) dari pelaku untuk
melakukan pembunuhan, dan adanya tindakan
(actus reus) atau perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku, dan yang ketiga adalah timbulnya akibat
yang dilarang oleh undang-undang (Sofian,
2018).
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Dalam  perbuatan  menghilangkan
nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang
harus terpenuhi, diantaranya:

1) Adanya wujud perbuatan

2) Adanya suatu kematian (orang lain)

3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal
verbard) antara perbuatan dan akibat

kematian (orang lain) (Rahmat, 2017).

. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (midsrijven
tegen het leven) adalah berupa penyerangan
terhadap nyawa orang lain yang mana
merupakan kepentingan hukum yang dilindungi
dan merupakan objek kejahatan ini adalah
nyawa (leven) manusia. Adapun kejahatan
terhadap nyawa (pembunuhan) dalam KUHP
dikategorikan atas dua dasar, yaitu:

1) Atas dasar unsur kesalahannya:

a) Kejahatan terhadap nyawa yang
dilakukan dengan sengaja (dolus),
termaktub dalam Bab XIX KUHP, Pasal
338-350 (Tim Redaksi BIP, 2017b). Ciri-
ciri kejahatan ini biasanya dilakukan
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dengan adanya niat  permulaan,
perencanaan dan adanya waktu yang
cukup untuk melakukan pembunuhan
(Siahan, 2018).

Kejahatan  terhadap nyawa yang
dilakukan dengan tidak sengaja (culpa),
termaktub dalam Bab XXI (Khusus Pasal
359) (Tim Redaksi BIP, 2017b).
Kejahatan ini dilakukan tidak diiringi
dengan niat, perencanaan, dan waktu
yang cukup memadai dalam melakukan

suatu perbuatan (Siahan, 2018).

2) Atas dasar obyeknya (nyawa):

a)
b)

c)

d)

Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal

339 KUHP)

Pembunuhan berencana (Pasal 340
KUHP)

Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal
341)

Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342
KUHP)
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f) Pembunuhan atas permintaan yang
bersangkutan (Pasal 344 KUHP)

g) Membujuk/membantu orang agar bunuh
diri (Pasal 345 KUHP)

h) Pengguguran kandungan dengan izin
ibunya (Pasal 346 KUHP)

i) Pengguguran kandungan tanpa izin
ibunya (Pasal 347 KUHP)

j) Pengguguran kandungan dengan izin
perempuan yang mengandungnya (Pasal
348 KUHP)

k) Dokter/Bidan/tukang obat yang
membantu pengguguran atau matinya
kandungan (Pasal 349
KUHP)(Hermawan, 2020).

d. Pembunuhan dalam bentuk pokok
Delik pembunuhan dalam bentuk pokok
diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang
kejahatan terhadap nyawa, yang rumusannya
sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa
orang lain, diancam karena pembunuhan dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun
(Tim Redaksi BIP, 2017b).
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Dalam rumusan Pasal 338 KUHP
terdapat unsur-unsur tindak pidana yang
diantaranya:

1) Unsur subjektif : dengan sengaja
2) Unsur objektif 1.
Beroven/menghilangkan
2. Leven/nyawa
3. Een ander/orang lain

Penjatuhan pidana pada umumnya
dilakukan kepada pelaku kejahatan yang
melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan
kehendaknya  sendiri (Mulyadi,  2022).
Kesengajaan sebagai pertanda adanya kesalahan
menyebabkan sekalipun hal itu tidak dimuat
dalam rumusan tindak pidana, tetapi selalu harus
diperhatikan untuk mempertanggungjawabkan
seseorang. Dalam hal tindak pidana yang
dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya
pembuat menghendaki dan mengetahui tentang
tindak pidana yang dilakukannya (Huda, 2015).

Dikatakan bahwa, kesalahan ditandai

oleh adanya kesengajaan atau kealpaan pada
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pembuatnya. Dapat dicelanya pembuat ditujukan
karena yang bersangkutan melakukan tindak
pidana dengan sengaja, atau dengan kata lain
orang yang melakukan tindak pidana dengan
sengaja hukumannya lebih berat dibanding
mereka yang melakukan karena kealpaan (Huda,

2015).

Ada tiga jenis kesengajaan dalam ajaran
hukum pidana, diantaranya:

1) Sengaja sebagai maksud (opzet als ogmerk)
Bahwa pelaku mengetahui akibat dari yang
ia perbuat, dan pelaku tidak pernah
melakukan perbuatan apabila ia tidak
mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak
akan terjadi.

2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian
(opzet me bewustheid van zekerheid of
noodzakelijkheid)

Bahwa pelaku yakin akan akibat yang ia
maksud tidak akan terjadi tanpa terjadinya
akibat yang tidak dimaksud.

3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan
(opzet met mogelijkheidsbewustzijn)
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Terjadi jika pelaku tetap melakukan apa
yang dikehendaki walaupun ada
kemungkinan akibat lain yang ditimbulkan
(diluar keinginan), tetapi tetap diinginkan
daripada menghentikan perbuatannya, maka
terjadi pula kesengajaan (Mahandana, 2015).
Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur menghilangkan nyawa dalam
Pasal 338 KUHP dirumuskan een ander van het
leven beroven yang artinya “menghilangkan
nyawa orang lain”, sebab dalam tindakan
menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu
terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata
beroven diterjemahkan dengan kata merampas
maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan
kekerasan (Mahandana, 2015).

Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa
terdapat beberapa delik yang tindakan
menghilangkan nyawa orang lain dilakukan
tanpa menggunakan kekerasan seperti dalam
Pasal 344 KUHP yang mana merupakan
tindakan menghilangkan nyawa orang lain atas
permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat
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(1) KUHP dimana tindakan menyebabkan gugur
atau meninggalnya anak dalam kandungan
(Mahandana, 2015).

Apabila dihubungkan dengan
opzettelijk, pelaku  harus  menghendaki
dilakukannya tidakan menghilangkan nyawa
tersebut ia pun harus mengetahui bahwasanya
tindakan yang ia lakukan ialah menghilangkan
nyawa orang lain (Mahandana, 2015).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti,
maka dibawah ini terdapat kajian yang telah diteliti oleh
peneliti lain yang relevan dengan judul yang penulis
teliti. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian
ini, maka penting untuk mengkaji terlebih dahulu yang
berkaitan dengan penelitian ini, baik secara teori
maupun kontribusi keilmuan. Berikut paparan beberapa
hasil penelitan yang memiliki kolerasi dengan judul
diatas:

1. Skripsi Joko Prastyo Prihantono, “Rekonstruki
perkara dalam proses penyidikan sebagai upaya
mengungkap tindak pidana di wilayah hukum
Polwiltabes Semarang, mahasiswa Fakultas Hukum
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Universitas Negeri Semarang tahun 2010”. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran
rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan yang
digunakan untuk mengungkap tindak pidana di
Polwiltabes  Semarang, untuk mengetahui,
memahami  dan  menganalisis  pelaksanaan
rekonstruksi yang digunakan untuk mengungkapkan
tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes
Semarang serta untuk mengetahui hambatan yang
dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak
pidana yang ada di Polwiltabes Semarang.
Penelitian ini mengambil lokasi di Polwiltabes
Semarang dengan metode penelitan kualitatif. Hasil
penelitian  menunjukkan  bahwa peran dari
rekonstruksi yang paling utama adalah untuk
mengetahui peran masing-masing tersangka, untuk
mengupayakan  pendalaman  keterangan  dari
tersangka dan untuk mengungkap motif lain dari
suatu peristiwa dan untuk melengkapi berkas
penyidikan dan mensinkronisasikan keterangan
dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan.
(2) Pelaksanaan rekonstruksi tahapan-tahapannya
adalah sebagai berikut tahapan persiapan, tahapan
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pelaksanaan adegan rekonstruksi oleh pihak- pihak
yang terlibat (tersangka dan saksi) dan tahapan yang
terakhir ~ tahapan pembuatan Berita Acara
Rekonstruksi. (3) Hambatan yang banyak dihadapi
polisi dalam melaksanakan rekonstruksi adalah
sikap masyarakat yang tidak kooperatif saat
rekonstruksi dilakukan di TKP dan belum adanya
aturan hukum vyang tegas tentang pelaksanaan
rekonstruksi (Prihantono, 2010).

Adapun persamaan dari penelitian diatas
dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu
sama-sama membahas tentang rekonstruksi di
wilayah hukum kepolisian. Perbedaannya terletak
pada tujuan serta objek yang akan diteliti. Penelitian
diatas bertujuan untuk  mengetahui  peran,
pelaksanaan rekonstruksi perkara dalam proses serta
hambatan yang dihadapi Polisi dalam pelaksanaan
rekonstruksi  di  wilayah Hukum Polwistabes
Semarang, sedangkan penulis akan membahas
tentang kedudukan hukum serta hambatan
pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan
dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di
wilayah hukum Polres Sinjai.
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2. Jurnal Restorative Justice Vol. 4, No. 21, tahun
2020 Dyfa Choirunnisa, Mulyadi Alrianto Tajuddin,
dan Marlyn Jane Alputiha “Rekonstruksi sebagai
metode pemeriksaan dalam proses penyidikan suatu
perkara pidana (studi kasus di Kepolisian Resort
Merauke” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Musamus Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai metode
pemeriksaan dalam proses penyidikan serta
mengetahui faktor penghambat rekonstruksi dalam
proses penyidikan suatu perkara pidana di
Kepolisian Resort Merauke. Penelitian ini dilakukan
di Polres Merauke dengan menggunakan metode
yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh
penulis bahwa kedudukan rekonstruksi mengacu
Surat Keputusan Kapolri No. Pol.
Skep/1205/1X/2000 Tentang Revisi Himpunan
Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
Kemudian faktor penghambat yang terjadi yaitu
terdapat penyebab internal dan eksternal dimana
dalam penyebab internalnya yaitu sumber daya
manusia, tersangka, saksi, dan pengamanan

ditempat kejadian perkara. Lalu, hambatan
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eksternalnya berasal dari keluarga korban maupun
masyarakat sekitar yang mengganggu jalannya
rekonstruksi yang telah dilaksanakan (Choirunnisa
et al., 2020).

Adapun persamaan penelitian diatas
dengan penelitian yang penulis akan teliti ialah
sama-sama membahas tentang kedudukan hukum
rekonstruksi pada proses penyidikan di Kepolisian
Resort serta hambatannya. Adapun perbedaannya
terletak pada objek penelitian, dimana penelitian
diatas hanya membahas tentang suatu perkara
pidana, tidak secara spesifik menjelaskan perkara
pidana seperti apa, sedangkan penulis akan

membahas mengenai tindak pidana pembunuhan.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis
penelitian yuridis empiris, dimana jenis penelitian
ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi
dalam kenyataan di masyarakat (Hermawan, 2020).
Adapun yang akan diteliti adalah kedudukan hukum
pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan
dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di
wilayah hukum Polres Sinjai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan
yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah
metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah
dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang
terjadi dimana peneliti merupakan instrumen kunci,
sumber data diambil secara purposive dan snowbaal,
teknik pengumpulan dengan trianggulasi
(gabungan), analisi data bersifat induktif/kualitatif,
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dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna daripada generalisasi (Anggito & Setiawan,
2018).

Penelitian  kualitatif adalah penelitian
dimana peneliti mencurahkan kemampuan sebagai
pewawancara atau pengamat yang empatis untuk
mengumpulkan data tentang permasalahan yang
diteltinya itu (Aminah & Roikan, 2019).

B. Definisi Operasional

Definisi  operasional  ditujukan  untuk
menghindari adanya penafsiran yang keliru dalam
pemahaman maksud dalam cakupan judul Proposal
Skripsi.  Sesuai dengan judul penelitian yaitu
Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi Pada
Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana
di Wilayah Hukum Polres Sinjai. Agar pembaca tidak
keliru dengan judul tersebut maka penulis menjelaskan
definisi sebagai berikut:
1. Rekonstruksi

Rekonstruksi jialah  suatu metode
pemeriksaan dalam proses penyidikan yang
dilaksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan

atau dengan kata lain reka ulang suatu tindak pidana
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dengan jalan memperagakan kembali gerak, cara
serta alat yang dipakai dalam melakukan tindak
pidana oleh tersangka, dengan berdasarkan
keterangan yang diberikan oleh tersangka juga
didukung keterangan saksi (Tampubolon, n.d.).
. Penyidikan

Penyidikan ialah serangkaian tindakan
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan
menemukan tersangkanya, termasuk didalamnya
adalah pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau
tanpa penangkapan dan penahanan (Efendi et al.,
2016).
. Tindak pidana pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan
terhadap nyawa orang lain, yang mana merupakan
perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa
orang lain. Seseorang yang hendak membunuh
orang lain, harus melakukan terlebih dahulu sesuatu
atau suatu rangkaian tindakan yang dapat
mengakibatkan meninggalnya orang lain
(Manullang, 2022).
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C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di salah satu

institusi atau lembaga yang ada di Kabupaten Sinjai
yaitu Kantor Polres Sinjai, yang beralamatkan di JI.
Bhayangkara Nomor 9, Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis
memiih lokasi ini karena kantor Polres Sinjai
merupakan instansi atau lembaga yang mempunyai
tugas dan wewenang dalam menjaga keamanan
negara serta yang berwenang dalam hal proses
penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan oleh penulis
pada penelitian ini terhitung sejak dikeluarkannya
izin penelitian dalam jangka waktu kurang lebih 2
(dua) bulan, 1 (satu) bulan melakukan pendataan
dan 1 (satu) bulan pengolahan yang meliputi
pengajuan dalam wujud skripsi dan proses
konsultasi akan berlangsung dari bulan April sampai
Mei 2023.
D. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
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Subjek penelitian atau dengan kata lain
informan yakni individu yang memberi data
mengenai  informasi  kepada penulis  yang
berhubungan dengan penelitian yang sedang
dilaksanakan, vyaitu penyidik Kepolisian Resor
Sinjai. Adapun informan dari penelitian ini yaitu
penyidik Kepolisian Resor Sinjai yang merupakan
Kanit Reserse Umum (Resum) yang memberikan
informasi mengenai kedudukan hukum pelaksanaan
rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam
mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah
hukum Polres Sinjai.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah
kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada
tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

1.

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk
mendalami temuan-temuan dalam asumsi-asumsi
awal peneliti terkait fenomena penelitian, dimana

penulis melakukan proses tanya jawab dengan
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informan, baik dengan menggunakan metode
terstruktur maupun tidak terstruktur (Haryono,
2020). Teknik ini merupakan suatu bentuk
pengumpulan data untuk mendapatkan informasi
yang digali dari sumber data langsung melalui
percakapan pada proses tanya jawab (Triyono,
2021). Adapun topik yang hendak menjadi bahan
wawancara dalam penelitian ini yaitu kedudukan
hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap
penyidikan dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan, serta  hambatan  pelaksanaan
rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam
mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah
hukum Polres Sinjai.
Dokumentasi

Dokumentasi  adalah ~ suatu  metode
pengumpulan data yang digunakan penulis untuk
memperoleh data dan informasi dalam bentuk
gambar seperti foto yang berkaitan dengan
penelitian ~ dengan  memanfaatkan  kamera.
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data
kemudian di analisis. Adapun dokumentasi yang
hendak didapatkan penulis yaitu dokumentasi yang
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berkaitan dengan penelitian seperti gambar serta
dokumen-dokumen terkait sehingga penulis mampu
mendeskripsikan  sesuatu yang akan diteliti
(Maharani, 2022).
F. Instrumen Penelitian
1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara dipakai penulis dalam
hal ini yakni panduan yang memuat daftar berisi
ikhtisar pertanyaan tentang kedudukan hukum
pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan
dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di
wilayah hukum Polres Sinjai.

2. Alat-alat Dokumentasi

Adapun alat-alat dokumentasi dalam
penelitian ini adalah beberapa alat-alat elektronik
berupa kamera dan perekam, sebagai alat bantu
dalam penelitian kedudukan hukum pelaksanaan
rekonstruksi  pada tahap penyidikan dalam
mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah
hukum Polres Sinjai.

G. Keabsahan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

keabsahan data triagulasi. Triagulasi diartikan sebagai
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tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan
atau mengumpulkan data dari berbagai tehnik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada
dengan tujuan selain untuk mencari kebenaran tentang
beberapa fenomena yang terjadi di lapangan atau objek
penelitian, juga membahas tentang bagaimana cara
meningkatkan atau mengembangkan pemahaman
peneliti terhadap apa yang telah ditemukannya selama
penelitian berlangsung (Suriadi, 2022). Adapun jenis
triagulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:
1. Triagulasi Sumber
Triagulasi ini untuk melihat kredibilitas
data yang dilakukan dengan cara mengecek ulang
data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang
berbeda.
2. Triagulasi Metode
Tiagulasi ini untuk menguji kredibilitas
data dilakukan dengan cara mengecek data kepada
narasumber yang sama yang sudah diwawancarai
dengan teknik yang berbeda.
3. Triagulasi Waktu



65

Triagulasi waktu juga sering
mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam
rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara pengecekan dengan wawancara,
observasi atau tehnik lain dalam waktu atau situasi
yang berbeda (Suriadi, 2022).

H. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian oleh penulis diantaranya:
1. Pengumpulan data

Pada tahapan ini penulis mengolah dan
menyiapkan data kemudian dianalisa. Tahap ini
meliputi traknskrip wawancara, memindai materi,
memasukkan dan mengurutkan data lapangan
kemudian mengaturnya ke dalam tipe yang berbeda
berdasarkan sumbernya (Maharani, 2022).

2. Reduksi data

Reduksi data berarti menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak penting dan
mengorgnisasikan data-data yang telah direduksi
memberikan gambaran yang lebih tajam tentang
hasil pengamatan menjadi tema (Alauddin et al.,
2020). Dalam kasus ini, penulis mereduksi data
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yang diperoleh dalam penelitian mengenai
kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada
tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.
. Penyajian data

Setelah dirangkum, penulis melakukan
penyajian data berupa uraian singkat, bagan,
hubungan antara kategori Flowchrt dan sejenisnya.
Tujuan penyajian data ialah untuk memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di
pahami tersebut (Suriadi, 2022).
. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan berisikan pernyataan kualitatif
dari hasil temuan/penelitian yang menjawab tujuan
penelitian. Pernyataan dalam kesimpulan
menggunakan kalimat aktif atau pernyataan sebab
akibat yang diperoleh dari hasil temuan si penulis
(Gahayu, 2015).



BAB IV

HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Polres Sinjai

Polres Sinjai adalah lembaga kepolisian yang
bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban umum,
dan penegakan hukum untuk melindungi, mengayomi
dan melayani masyarakat. Polres Sinjai pertama sekali
terbentuk pada tahun 1952 dengan nama Polisi Resor
(Polres) yang dipimpin oleh Letda F.Firitz. Sebelum
terbentuknya kesatuan tersebut, pemerintah daerah pada
saat itu membentuk kesatuan dengan tujuan untuk
menangani segala bentuk permasalahan yang terjadi
wilayah Kabupaten Sinjal.

Seiring berkembangnya waktu, tahun 1968
polisi dan TNI bergabung dengan ABRI, pada saat itu
kesatuan polisi bernama Komando Resor (Komres) dan
dipimpin  Komandan Resor (Danres), dalam
perkembangannya polisi dulunya berkantor di Benteng
Balangnipa atas pinjaman dari pemerintah daerah,
barulah pada tahun 1984 tepatnya pada bulan Mei
memiliki gedung sendiri yang letaknya di Jalan
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Bhayangkara Kelurahan Bongki Kab. Sinjai hingga
sekarang (Polres Sinjai, n.d.)

Polres Sinjai telah dipimpin sebanyak 37
Kapolres dari tahun 1952 oleh Letnan Dua Pol F.Firitz.
Pada tahun 2020 dipimpin oleh AKBP Iwan Irmawan,
S.1.LK., M.Si sampai pada Februari 2022 dan digantikan
oleh AKBP RACHMAT SUMEKAR, S.1.K., M.Si yang
menjabat sejak Februari sampai sekarang.

Penulis melakukan penelitian di Polres Sinjai
karena menginginkan informasi dan data lebih jauh
mengenai  kedudukan rekonstruksi dalam  hukum
khususnya pada kepentingan penyidikan dalam
mengungkap  fakta  mengenai  tindak  pidana
pembunuhan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis
akan mewawancarai secara langsung pihak anggota
Reskrim yang merupakan tim penyidik yang menangani
kasus kriminal di Polres Sinjai yang mana tim penyidik
bersentuhan langsung dengan kasus-kasus yang ada di
wilayah Kabupaten Sinjai. Selain itu, data-data
pendukung serta dokumen-dokumen penting yang
diperlukan penulis semua ada di Polres Sinjai. Hal ini
yang mendasari penulis untuk melaksanakan kegiatan
penelitian di Polres Sinjai yang sekiranya mampu
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mendapatkan hasil maksimal untuk skripsi penulis dan
untuk kedepannya.
. Wilayah Geografis
Kepolisian Resor Sinjai atau Polres Sinjai
merupakan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah
Kabupaten Sinjai. Polres Sinjai berada di bawah jajaran
Polda Sulawesi Selatan memiliki tugas utama dalam hal
memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan
hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang
menjadi tanggungjawabnya. Secara total, wilayah
hukum Polres Sinjai memiliki total luas 819,96 km?,
terdiri dari 9 kecamatan, 13 kelurahan, 67 desa. Secara
Geografis terletak antara 5° 19°30” s/d 5° 36’47’ LS
dan antara 199° 20°0”’ BT, dengan morfologi daerah
lebih dari 5,5 % terdiri dari dataran tinggi (100-500 M
dari permukaan laut) (Polres Sinjai, n.d.).
Secara admnistratif, Polres Sinjai memiliki
batas-batas wilayah hukum sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kab. Bone
Sebelah Timur  : Teluk Bone
Sebelah Selatan : Kab. Bulukumba
Sebelah Barat : Kab.Gowa.
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3. Visi dan Misi Polres Sinjai

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan jaminan

sosial yang prima, penegakan hukum dan kamdagri

solid dan membangun sinergi kepolisian proaktif di

wilayah hukum Polres Sinjai.
b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-

citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi

Polres Sinjai yang mencerminkan koridor tugas-tugas

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini
melalui kegiatan/operasi penyelidikan,
pengamanan dan penggalangan;

Memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan secara mudah, responsif dan tidak
diskriminatif;

Menjamin tetap terpeliharanya keamanan dalam
kegiatan ~ demokratisasi  dikalangan  supra
struktural poltik (DPRD Pemkab) serta unsur-
unsur  politik  lainnya guna terwujudnya
demokratisasi dikalangan masyarakat Kabupaten
Sinjai;



4)

5)

6)

7)

8)
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Menjamin keselamatan para pejabat
pemerintah/negara (VVIP/VIP) dan para pejabat
diplomatik Negara asing yang berada di
Kabupaten Sinjai;

Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lantas arus orang dan barang;
Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk
kejahatan, baik itu kejahatan konvensional,
kejahatan transansional, kejahatan terhadap
kekayaan negara maupun kejahatan yang
berimplikasikan kontijensi dengan bentuk-bentuk
umumnya secaraproporsional, profesional dan
transparan untuk menjamain kepastian hukum dan
rasa keadilan;

Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas
dari rasa khawatir dan takut dengan meningkatkan
kehadiran polisi ditengah masyarakat diseluruh
wilayah hukum Sinjai pada setiap saat dan
dimanapun mereka berada;

Meningkatkan harmonisasi hubungan dengan
pemerintah Kabupaten dan DPRD, TNI, instansi
swasta, serta tokoh etnis, tokoh agama dan tokoh
masyarakat serta tokoh pemuda dan media;
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9) Meningkatkan  pelayanan  di lingkungan
pemukiman dan sentra ekonomi serta obyek vital;

10) Mencegah perilaku petugas yang dapat megurangi
simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat,
terutama terhadap terjadinya penyimpangan dan
penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik
profesi  Kepolisian  secara  obyektif  dan
bertanggungjawab menuju terciptanya supremasi
hukum;

11) Mempertahankan tetap terselenggaranya
penghargaan dan hukuman (Reward and
Punishment) yang diberikan secara seimbang
sesuai dengan penilaian yang transparan terhadap
apa yang dilakukan oleh setiap anggota dengan
tidak membedakan pangkat dan jabatannya;

12) Memberikan bimbingan kepada masyarakat
melalui upaya premitid fan preventif dengan
membentuk FKPM dilingkungannya sehingga
dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta
kepatuhan hukum masyarakat (law abiding

citizenship);
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13) Mengelola secara profesional, transparan,
akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri
guna mendukung operasional tugas polri;

14) Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain
dalam rangka memelihara Kamdagri (Polres
Sinjai, n.d.).

4. Struktur Polres Sinjai

T STRUKTUR ORGANISAST POLRES SINTAT ™

l
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CASIEROPANT { KASI KEU : i KASIUM

I |
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[ | | I

FURAEERT AT INTECRANE IKASAT RESKRIM: {KASAT NARKOBA |

| | | g 1 1
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OBVIT AT,

-
{KASAT {KASAT™ {HASAT AT 05 KAS PSL{}\TI‘
SENMASE isapEARe ¢ Poaeac i TAHTI TIPOL

{SABHARA

Gambar 3
Struktur Organisasi Polres Sinjai
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Secara umum Struktur Polres Sinjai terdiri
dari Kapolres, Wakapolres, Kasiwas, Kasipropam,
Kasi Keu, Kasium, Kabag Ops, Kabag Ren, Ka
SPKT, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat
Narkoba, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kasat
Lantas, Kasat Tahti, PS Kasi Tipol, PS Kanit Pam
Obvit Sat Sabhara serta Kapolsek masing-masing
kecamatan yang berkompeten dalam memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten
Sinjai yang sedang melakukan pengurusan
beberapa kasus beserta keperluan administrasi di
Polres Sinjai.

5. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Sinja

I CUTTREE T RES R I

| BATTR RATRETLT I_ I

| I BATHE
I BARTRE I

|
I ST B TR IERT I

TR IgK_iL\TrI;I IgK_iL\.Trn; I I;K_a;ﬂ'rn:[; II;K.&\TI‘IV;I
{ OPSMAL | ke d ke d k d k :
vveneessesstnreed g

Gambar 4
Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai
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Struktur  organisasi  Satuan  Reserse

Kriminal Kepolisian Resor Sinjai terdiri dari:

a.

Kasat Reskrim bertanggungjawab kepada
Kapolres Sinjai dan kepadanya melaksanakan
tugas dibawah kendali Wakapolres Sinjai.

Kaur Binops merupakan Kkepala urusan
pembinaan operasional, yang bertanggungjawab
kepada Kasat Reskrim Polres Sinjai.

Bamin bertugas untuk membantu
mempersiapkan  administrasi  melaksanakan
kegiatan operasional, serta menerima laporan
peristiwa kemudian dibuat sebagai data.

Kaur Mintu bertugas mengatur agenda surat dan
arsip.

Banum bertanggungjawab dalam perencanaan,
mengirim dan mengajukan surat dan tugas lain
dibawah perintah kasubag bin ops.

Kaur Ident berperan sebagai kepala untuk
memberikan binaan serta dukungan teknis untuk

melakukan invertigasi.
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g. Baur Ident berperan untuk membantu
pengidentifikasian pelaku dan korban kejahatan
dan sidik jari.

h. Unit Opsnal bertugas untuk menyelidik dan
penyidik suatu perkara.

i. Kanit bertanggungjawab untuk memimpin salah
satu unit yang memiliki masing-masing fungsi.

J. Banit adalah asisten kanit dalam penyelidikan
dan penyidikan perkara (Polres Sinjai, n.d.).

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian
1. Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi
dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di
Wilayah Hukum Polres Sinjai
Penelitian ini dilakukan penulis di Unit
Reserse Umum (Resum) Polres Sinjai. unit Resum
menangani  segala  perkara  pidana  yang
dikategorikan kedalam tindak pidana umum seperti
tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa, tubuh,
tindak pidana pencurian dan lain-lain. Unit Resum
terdiri dari 1 orang Kepala Unit (Kanit) dan 5 orang
anggota. Unit Resum bersentuhan langsung dengan
tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres
Sinjai, yang oleh sebab itu Unit Resum yang
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bertanggungjawab penuh atas proses pemeriksaan
tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian.

Fungsi dari penyidikan itu sendiri ialah
untuk menemukan kebenaran materiil dari sebuah
peristiwa pidana yang terjadi dan untuk menentukan
siapa tersangkanya. Salah satu upaya penyidik
dalam mancari kebenaran ialah memperoleh
keterangan dari saksi dan tersangka kemudian
dilakukan pencocokan guna mendeskripsikan tindak
pidana sebagaimana kejadian sebenarnya. Untuk
menemukan fakta atas tindak pidana tersebut,
penyidik berbekal keterangan yang diberikan oleh
saksi dan tersangka kemudian menggelar reka
adegan atau dalam istilah lain rekonstruksi.

Rekonstruksi  dilakukan  pada  tahap
pemeriksaan  tingkat  penyidikan  kepolisian
sebagaimana dalam penjelasan dalam SK Kapolri
No. Pol: Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi
Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan
Tindak Pidana, adapun mekanisme penyidikan suatu
tindak pidana di Polres Sinjai sama seperti
mekanisme penyidikan pada umumnya.

Hasil:
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Jadi mekanismenya itu sesuai dengan perkap,
bahwa setiap tindak pidana itu entahkah itu
pembunuhan atau apa, terlebih dahulu dilakukan
penyelidikan. Penyelidikan  itu  adalah
serangkaian tindakan penyidik untuk
menemukan atau menentukan suatu perkara
tindak pidana. Jika sudah ditemukan bukti
permulaannya cukup, akhirnya digelarkanlah
gelar perkara untuk penentuan dapat tidaknya
dilakukan penyidikan. Nah, syaratnya itu bahwa
memang dalam suatu perkara itu ada tindak
pidana maka bisa ditemukan bahwa kasus itu
bisa dilakukan proses penyidikan. Setelah naik
dari penyelidikan ke penyidikan, jadi sudah
berupa upaya hukum jadi berupa pro justitia
seperti  dilakukan  pemeriksaan  kemudian
penyitaan barang bukti, serta dilakukan
penangkapan dan penahanan (Irman, personal
communication, 2 Mei 2023).

Penjelasan:

Berdasarkan keterangan dari narasumber,
dapat dipahami bahwa ada banyak tahap yang
dilakukan dalam proses penanganan tindak pidana
di tingkat kepolisian. Dimulainya penyelidikan
apabila adanya laporan resmi atau aduan dari
masyarakat atau mengetahui sendiri bahwa telah
terjadi suatu peristiwa pidana. Setelah dilakukan

penyelidikan maka statusnya akan berubah ke
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penyidikan. ~ Penyidikan  dilakukan  apabila
ditemukan bukti yang mengarah ke suatu tindak
pidana. Penyidikan melibatkan beberapa rangkaian
proses investigasi meliputi olah Tempat Kejadian
Perkara, pemeriksaan, penyitaan serta melakukan
penangkapan dan penahanan saksi dan tersangka
yang masing-masing tertuang dalam sebuah Berita
Acara. Untuk mencocokkan antara keterangan saksi
dan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan,
maka penyidik menggelar rekonstruksi yang
kemudian setiap peragaan yang dilakukan selama
rekonstruksi berlangsung selanjutnya di
dokumentasikan dan dituangkan dalam Berita Acara
Rekonstruksi.

Rekonstruksi  sebagai  suatu  metode
pemeriksaan di tingkat penyidikan yang mana
dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan
yang dilaksanakan oleh kepolisian. Rekonstruksi
berisi reka ulang adegan atau peragaan kembali cara
yang dilakukan dan apa yang digunakan tersangka
dalam melakukan tindak pidana berdasarkan apa
yang tersangka dan saksi terangkan pada saat
pemeriksaan yang tercatat dalam Berita Acara
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Pemeriksaan. Rekonstruksi merupakan rangkaian
upaya penyidik dalam rangka mencari serta
menemukan fakta materiil dari sebuah peristiwa
pidana yang terjadi.

Pada dasarnya, tidak ada penjelasan secara
eksplisit mengenai aturan yang membahas tentang
pelaksanaan rekonstruksi dalam Undang-Undang,
pelaksanaan rekonstruksi hanya disinggung dalam
revisi himpunan juklak dan juknis penyidikan yang
diterbitkan oleh Kapolri. Mengenai tata cara
pelaksanaannya pun tidak ada dalam KUHAP,
namun, keberadaan rekonstruksi mempunyai peran
penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana,
utamanya tindak pidana pembunuhan. Rekonstruksi
bukanlah merupakan alat bukti seperti yang
tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP,
rekonstruksi hanyalah sebuah metode pemeriksaan
tambahan guna membuat lebih terang suatu tindak
pidana, artinya rekonstruksi dapat memperjelas
fakta yang sesungguhnya sehingga output dari
pelaksanaan rekonstruksi dapat menjadi alat bukti

petunjuk tambahan.
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Rekonstruksi sangat penting dilakukan dalam
hal membuat terang suatu perkara pidana karna
kadang pada saat dilakukan pemeriksaan, kita
penyidik belum menemukan apa-apa yang
memang sedang/pernah dilakukan oleh pelaku,
nah ketika dilakukan rekonstruksi biasanya
disitu terungkap bahwa selain dia seumpama
melakukan pembunuhan dengan cara menebas
atau menikam dengan sajam, disitu biasanya
terungkap juga bahwa dia yang pengakuan
awalnya hanya melakukannya satu Kali
kemudian bisa terungkap dua kali ternyata
melakukannya, nah itu bisa membuat terang
suatu perkara, makanya sangat penting
dilakukan. Apapun tindak pidana yang seperti
pencurian juga itu dilakukan rekonstruksi
(Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Rekonstruksi tercipta dari praktek yang
dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tingkat
penyidikan sebuah kasus, untuk mengukur
kebenaran antara keterangan saksi dan keterangan
tersangka yang diperoleh, demikian pula dikatakan
rekonstruksi merupakan upaya pemeriksaan dalam
hal mengungkap fakta yang sebenarnya telah
dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik
sebelum dan sesudah tindak pidana dilakukan.
Tentang bagaimana cara pelaku melakukannya, alat

apa yang digunakan, berapa kali ia melakukan
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sehingga tercapai tujuan akhirnya, dengan adanya
rekonstruksi maka terjawab semua dengan
transparan.

Rekonstruksi  selain  dilakukan  untuk
mendapat gambaran  bagaimana  sebenarnya
peristiwa itu terjadi, juga berfungsi sebagai alat
bukti tambahan, sekalipun bukan merupakan alat
bukti yang tercantum dalam KUHAP. Pada kasus
yang menonjol, rekonstruksi bersifat wajib untuk
dilaksanakan apabila belum ditemukan fakta yang
kuat.

Bahwa itu sangat penting dilakukan untuk lebih
menambah terang suatu kekuatan tindak pidana.
Artinya ketika sebelum dilakukan rekonstruksi
kadang tidak muncul apa-apa yang memang
sudah pernah dilakukan oleh pelaku tapi ketika
dilakukan rekons, disitu biasa muncul bahwa
ternyata, sebelum dibunuh korban sempat diseret
dulu sama pelakunya atau dipukul dulu, disitu
biasa terungkap. Karna biasanya pada saat
pemeriksaan itu pelakunya hanya mengatakan
langsung membunuh pak, nah ternyata setelah
rekons ternyata pelaku tidak langsung menikam,
ternyata dipukul dulu baru ditikam (Irman,
personal communication, 2 Mei 2023).
Rekonstruksi dilakukan guna memperjelas

fakta perkara yang terjadi sehingga arah penyidikan
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menjadi  terang dengan upaya melakukan
pendalaman untuk mengetahui peran dari tersangka,
melakukan pedalaman berdasarkan keterangan yang
diberikan tersangka untuk mengungkap adanya
motif lain dari suatu kasus, demikian pula
rekonstruksi dapat memberikan gambaran jelas
bagaimana suatu peristiwa pidana terjadi lewat cara
tersangka memperagakan ulang perbuatannya untuk
meyakinkan penyidik mengenai validitas keterangan
tersangka dan saksi.

Rekonstruksi  menjadi  penting  bagi
penyidik sebab terkadang tersangka pada saat
dimintai keterangan oleh penyidik tidak transparan
dalam hal ini menutupi sebagian perbuatannya. Tak
jarang pada pemeriksaan tingkat penyidikan
keterangan yang diberikan baik oleh tersangka
maupun saksi saling bertolak belakang, hal ini
karena tersangka cenderung memberikan keterangan
yang  berbelit atau dibuat-buat  sehingga
menyebabkan pemeriksaan tidak mendapat titik
temu.

Dalam situasi seperti itu, rekonstruksi menjadi jalan
keluar bagi penyidik untuk dilakukan dalam hal
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pengujian  kebenaran keterangan saksi  dan
tersangka, untuk menyingkronkan keterangan saksi
dan tersangka. Semua keterangan yang telah
disebutkan oleh pihak saksi dan tersangka akan
diperagakan untuk membuktikan kebenaran yang
sesungguhnya seperti yang tercatat dalam Berita
Acara Pemeriksaan tersangka dan juga saksi.

Tidak semua perkara pidana akan
digelarkan rekonstruksi, hanya segelintir kasus
tertentu seperti pembunuhan, pencurian atau
pemerkosaan. Dalam kasus-kasus tertentu seperti
pembunuhan apabila belum mendapatkan titik
terang mengenai fakta peristiwa yang kuat,
rekonstruksi menjadi sesuatu yang dianggap perlu
untuk mendapat gambaran terjadinya peristiwa
pembunuhan.

Sekalipun tidak ada satu aturan pun yang
menjelaskan secara rinci mengenai rekonstruksi,
serta rekonstruksi tidak termasuk alat bukti
sebagaimana dalam Pasal KUHAP Pasal 184 ayat
(1), namun rekonstruksi merupakan penjabaran dari
alat bukti petunjuk. Meski demikian hanyalah

merupakan pengembangan alat bukti petunjuk
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begitupun prakteknya dalam penyidikan bersifat
tidak wajib harus ada, namun keberadaannya sangat
penting dan berguna bagi penyidik dalam
mengungkap fakta peristiwa seterang-terangnya.
Tak hanya fungsinya membantu penyidik, tetapi
bagi jaksa penuntut umum sangat membantu dalam
menguatkan alat bukti, demikian pula pada
persidangan nanti.

Meskipun dalam teori manapun tidak ada
yang menekankan bahwa rekonstruksi wajib bagi
penyidik untuk melaksanakannya, tetapi bagi
penyidik Polres Sinjai jika kasus yang ditangani
merupakan peristiwa khusus seperti pembunuhan
atau  pencurian, penyidik akan  menggelar
rekonstruksi. Berdasarkan data yang diperoleh,
penyidik Reskrim Polres Sinjai selalu menggelar
rekonstruksi untuk setiap tindak pidana yang
berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain.
Berikut merupakan data pelaksanaan rekonstruksi di

Polres Sinjai dalam waktu 3 tahun terakhir ini:
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Tabel 1

Jumlah Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana

Pembunuhan di Polres Sinjai

No | Tahu Jumla Rekonstruk

h . Keterangan

n Si

Kasus
1 | 2001 1 1 Pemb:nuha
5 | 2022 4 4 Pemb:nuha
3 | 2023 1 1 Pembrl]Jnuha
Jumlah 6 6 Pembunuh

an

Sumber: Unit Resum Satreskrim Polres Sinjai, Mei 2023

Setiap kasus tersebut kami mengadakan
rekonstruksi. Jadi  bukan  hanya  kasus
pembunuhan yang dianggap rumit saja yang
dilakukan rekonstruksi. Kasus pembunuhan
yang dianggap mudah pun perlu dilakukan
rekonstruksi. Pada intinya kasus yang menonjol
seperti pembunuhan atau pencurian itu perlu
dilakukan  rekonstruksi  (Irman,  personal
communication, 2 Mei 2023).

Dari keterangan tersebut, penulis dapat
menyimpulkan bahwa bagi penyidik Polres Sinjai,
rekonstruksi  tidak hanya berfungsi  untuk
memberikan petunjuk tentang fakta peristiwa yang

sebenarnya, tetapi lebih kepada keabsahan
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keterangan saksi apakah benar tindak pidana itu
terjadi di tempat tersebut dan semua bukti mampu
mendukung keabsahan tentang peristiwa pidana
tersebut, serta bagaimana alur proses tersangka
melakukan tindak pidana tersebut. Penyidik Polres
Sinjai tidak membedakan mana kasus yang
dianggap rumit dan yang mudah, pada intinya
rekonstruksi merupakan suatu metode pemeriksaan
yang harus ada bagi penyidik Polres Sinjai.

Rekonstruksi tidak hanya berkedudukan
sebagai salah satu penunjang untuk penyidik dalam
memperoleh fakta konkret terhadap suatu peristiwa
pidana yang terjadi, juga memiliki kedudukan yang
sangat penting dalam persidangan. Hakim selain
menjatuhkan putusan sesuai dengan pasal yang
diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, juga
berdasarkan pertimbangan dari keyakinannya
sendiri. Hasil yang tertuang dalam Berita Acara
Rekonstruksi merupakan bukti petunjuk tambahan
yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam
menjatuhkan putusan, tetapi rekonstruksi tidak
berstatus alat bukti, namun hanya memperkuat
bukti-bukti yang ada.
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Setahu saya, hakim menjatuhkan putusan
berdasarkan penilaiannya sendiri.  Terkait
penilaian yang seperti apa, banyak kategorinya
seperti pada saat persidangan apakah terdakwa
patuh, apakah sopan, itu salah satu pertimbangan
hakim. Kemudian, hasil rekonstruksi itu
memang bisa menunjang juga untuk hakim
menjatuhkan putusan. Artinya pada saat
dilakukan pemeriksaan semua yang dia lakukan
pelaku dia tidak bisa jelaskan secara transparan,
ternyata setelah rekonstruksi muncul beberapa
fakta sebenarnya sehingga dikatakan bahwa
pelaku menutupi sebagian perbuatannya, itulah
gunanya rekonstruksi itu ada (Irman, personal
communication, 2 Mei 2023).

Selain fungsinya dalam membuat terang
suatu tindak pidana yang terjadi, rekonstruksi juga
memiliki  kedudukan tersendiri dalam proses
persidangan nantinya. Hasil dari Berita Acara
Rekonstruksi dapat digunakan oleh Majelis Hakim
untuk memperkuat alat bukti yang berupa petunjuk,
apabila jika sewaktu-waktu terdakwa menyangkal
perbuatannya di persidangan, sebagaimana yang

dikatakan oleh Kanit Resum Polres Sinjai:

Bisa menjadi salah satu penunjang untuk hakim
dalam menjatuhkan putusan. Rekonstruksi dapat
membuat terang suatu perbuatan pidana, yang
mana kadangkala pada saat dilakukan
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pemeriksaan, dia tidak menjelaskan secara
keseluruhan apa yang dilakukan sebelum dan
sesudah kejadian. Pada saat rekons, disitu
biasanya terungkap. Pada saat rekonstruksi yang
bercerita hanyalah pelaku mengenai perbuatan
apa saja yang ia lakukan, dia yang tahu sendiri
baik sebelum kejadian dan sesudah kejadian.
Kalaupun pihak tersangka mengelak tetapi
dengan adanya rekonstruksi ini dia tidak bisa
mengelak lagi sebab apa yang dilakukan pada
saat rekonstruksi itu semua tercantum dalam
berkas perkara yang dibuat dalam Berita Acara
Rekonstruksi yang berupa adegan-adegan yang
dilakukan itu semua terangkum didalamnya
(Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Rekonstruksi merupakan metode
pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif penyidik
kepolisian namun juga bisa atas permintaan Jaksa
sendiri apabila dirasa bukti yang ditemukan belum
cukup kuat. Rekonstruksi dilaksanakan di Tempat
Kejadian Perkara (TKP), namun tak jarang
dilakukan di tempat lain yang dijadikan alternatif
yang tempatnya sama dengan TKP yang sebenarnya.
Tidak ada tenggang waktu berapa lama dan
frekuensi rekonstruksi tersebut dilakukan. Jika
merupakan perkara yang rumit, maka rekonstruksi

pun memakan waktu yang lama pula. Rekonstruksi
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menghadirkan pihak dari penyidik kepolisian, Jaksa
Penuntut Umum, dan Inafis.

Peran polisi dalam pelaksanaan
rekonstruksi ini sangat penting sebab bersentuhan
langsung dengan lapangan, dimana polisi bertugas
dalam  sterilisasi  lokasi dengan  menutup
menggunakan garis polisi untuk memastikan
keamanan lokasi dari pihak luar seperti masyarakat
yang ingin menyaksikan langsung jalannya
rekonstruksi, mengawasi dan membantu kelancaran
berjalannya rekonstruksi. Dalam kasus tertentu
seperti pembunuhan, tak jarang pihak yang terkait
seperti saksi dalam kejadian tidak dihadirkan, maka
polisi yang akan menggantikan perannya dalam
rekonstruksi, demikian pula dalam menggantikan
peran korban yang telah meninggal dunia. Semua
pihak yang terlibat dalam peristiwa kejahatan
tersebut, polisi memberikan perlindungan, baik
tersangka maupun saksi yang ikut serta dalam
pelaksanaan rekonstruksi dari kemungkinan adanya
kejadian yang tak diinginkan seperti amukan dari
pihak keluarga korban yang tidak menerima
perbuatan tersangka. Oleh karena itu, sangat
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dibutuhkan pengamanan ketat di TKP selama
berlangsungnya rekonstruksi hingga selesai.

Pada saat rekonstruksi berlangsung,
penyidik kemudian mengambil dokumentasi dari
setiap peragaan yang dilakukan tersangka untuk
kemudian dituangkan dalam Berita Acara
Rekonstruksi. Kemudian hasil dari rekonstruksi itu
akan dianalisis oleh penyidik utamanya pada bagian
yang sama dan berbeda dengan apa yang tertuang
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Hambatan  Pelaksanaan  Rekonstruksi  dalam
Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di
Wilayah Hukum Polres Sinjai

Dalam perannya sebagai petunjuk yang
dapat membantu penyidikan dalam hal membuat
terang suatu perkara pidana dan juga memberi
gambaran tentang bagaimana alur tindak pidana
tersebut serta peran dan alat yang digunakan
tersangka dalam melakukan tindak pidana
pembunuhan, rekonstruksi juga berperan dalam
mengetahui motif dari tindak pidana tersebut
dilakukan.
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Meskipun negara kita menganut hukum
sebagai pedoman dalam berkehidupan, namun
bukan berarti hukum telah menjamin sepenuhnya
kepastian kehidupan sosial, yang mana dalam
penegakan dan pelaksanaannya hukum belum
mampu sejalan dengan peraturan perundang-
undangan. Tidak mudah dalam menjalankan hukum
formal yang bisa menjamin kepastian hukum dan
itulah kelemahan hukum di negara kita. Demikian
pula dalam melakukan penyidikan terhadap suatu
perkara pidana terkhusus dalam kejahatan
pembunuhan seringkali menemui hambatan, sebab
seringkali penyidik menemui sebuah jalan buntu
dalam  mengungkap suatu tindak perkara,
sebagaimana usahanya dalam mengungkap fakta
dibalik suatu peristiwa pembunuhan, dengan
dilaksanakan rekonstruksi.

Meskipun rekonstruksi merupakan suatu
metode pemeriksaan yang keberadaannya sangat
penting bagi penyidik utamanya dalam mengungkap
secara transparan suatu tindak pidana, namun tak
banyak tahu eksistensi dari rekonstruksi ini,
utamanya dalam mengungkap kebenaran sehingga
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korban yang telah meninggal mendapat keadilan.
Masyarakat seringkali meremehkan rekonstruksi
sehingga sulit ditertibkan ketika menyaksikan
pelaksanaan rekonstruksi.

Meskipun penyidik Polres Sinjai dalam hal
melaksanakan rekonstruksi  tindak  pidana
pembunuhan, menyatakan bahwa sampai saat ini
mereka belum pernah menemukan hambatan serius.
Hanya ada beberapa permasalahan kecil yang
biasanya masih bisa diupayakan untuk dihindari.
Hasil:

Jadi kalau berbicara hambatan penyidik dalam
melakukan rekonstruksi sejauh ini belum ada.
Paling hanya kepada pemilihan tempat
rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di TKP
karena alasan keamanan dan medan yang sulit
(Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Penjelasan:

Umumnya rekonstruksi  dilakukan di
Tempat  Kejadian  Perkara, karena lebih
memudahkan bagi tersangkanya untuk mengingat
peristiwva sehingga tidak kesulitan memperagakan
ulang bagaimana caranya melakukan tindak pidana

pembunuhan, dengan begitu penyidik akan lebih
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mudah pula dalam melakukan pemeriksaan. Tetapi
tidak  menutup  kemungkinan  pelaksanaan
rekonstruksi tidak dilaksanakan di Tempat Kejadian
Perkara yang sesungguhnya, melainkan di tempat
lain dengan alasan faktor keamanan terhadap
tersangkanya.

Tidak jarang ditemukan pada pelaksanaan
rekonstruksi kasus pidana pembunuhan, terdapat
konflik di lapangan terutama dari masyarakat sekitar
yang berbondong-bondong ingin menyaksikan
secara langsung pelaksanaan rekonstruksi sehingga
tanpa mereka sadari telah mengganggu pelaksanaan
rekonstruksi tersebut dan mengabaikan himbauan
dari polisi yang berjaga di Tempat Kejadian
Perkara.

Kemudian alasan lain yang menyebabkan
pelaksanaan rekonstruksi tidak di TKP, ialah
pertimbangan  penyidik  terhadap  keamanan
tersangka dari adanya tindakan yang tak diinginkan
yang datang dari pihak keluarga korban yang
tersulut emosi saat menyaksikan adegan demi
adegan yang diperagakan oleh tersangka. Hal seperti
itu terjadi karena masyarakat atau pihak keluarga
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korban yang menyaksikan tidak menerima tindakan
tersangka yang dilakukan terhadap korban, seperti
kasus pembunuhan.

Pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa
dilakukan di TKP ialah jarak tempuh yang jauh serta
medan yang sulit dijangkau. Pada saat melakukan
olah Tempat Kejadian Perkara pembunuhan,
penyidik akan mempertimbangkan apakah nantinya
TKP tersebut bisa dijangkau atau tidak. Terkadang
ketika lokasi perkara terjadi di medan yang
berdataran tinggi atau dirasa sulit untuk dilalui atau
terjal, akan banyak kemungkinan resiko yang
dihadapi, dengan begitu pemilihan tempat
rekonstruksi akan dialihkan di tempat lain.

Hambatan yang lain ialah pelaksanaan
rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan sama seperti
pada saat kejadian dari segi waktu dan kondisi.
Dalam hal peristiwa pidana pembunuhan yang
terjadi pada saat waktu tengah malam atau dinihari,
pada saat dilakukan  rekonstruksi  hanya
dilaksanakan pada pagi atau siang hari. Begitupula
saat tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada
saat cuaca sedang hujan, hal tersebut menyebabkan
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proses pemeriksaan kurang maksimal dikarenakan
kondisi dan suasananya tidak sama dengan kejadian,
sehingga ada beberapa kemungkinan peragaan yang
kurang dari tersangkanya.

Selain itu rekonstruksi juga tidak bisa
menyesuaikan  kesamaan waktu kejadian,
misalnya pada suasana malam hari, atau pagi
hari atau dalam kondisi hujan (Irman, personal
communication, 2 Mei 2023).

Meski demikian, penyidik telah banyak
mempertimbangkan sebelum melaksanakan
rekonstruksi.  Penyidik hanya mengupayakan
bagaimana agar rekonstruksi tersebut dapat berjalan
dengan baik sehingga fakta sesungguhnya dapat
terungkap. Dari beberapa hambatan diatas, pihak
penyidik Polres Sinjai menganggap bahwa hal
tersebut bukanlah merupakan hambatan besar
sehingga masih  dapat diupayakan  untuk
mengatasinya.

Upaya Penyidik dalam Mengatasi Hambatan
Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Mengungkap
Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum

Polres Sinjai
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Dari beberapa hambatan di atas tersebut,
meskipun penyidik Polres Sinjai menganggap
bahwa itu hanyalah hambatan Kkecil, tetap
diupayakan penanganan dalam mengatasinya dalam
meminimalisir hal yang tak terduga terjadi di
lapangan nanti yang dapat mengganggu aktivitas
rekonstruksi serta mampu menjamin keselamatan
pihak-pihak yang terlibat didalamnya, utamanya
saksi dan tersangka.

Hasil:

Untuk menghindari adanya kemungkinan dari
pihak keluarga korban yang tidak menerima
segala peragaan yang dilakukan pelaku sehingga
melakukan tindakan diluar perkiraan, maka
dicarikanlah lokasi alternatif untuk dijadikan
sebagai TKP pada saat rekonstruksi. Pemilihan
tempat alternatifnya pun perlu
mempertimbangkan model tempat yang harus
sama dengan tkp yang sesungguhnya. Jika tidak
sama, maka biasanya JPU tidak setuju, memang
harus sama (Irman, personal communication, 2
Mei 2023).

Penjelasan:

Telah disebutkan bahwa hambatan yang
seringkali dihadapi penyidik Polres Sinjai dalam

melakukan rekonstruksi ialah lokasi rekonstruksi
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yang tidak bisa dilaksanakan di TKP sesungguhnya
karena faktor keamanan serta lokasi yang memiliki
medan terjal, disamping itu rekonstruksi yang tidak
bisa dilakukan sebagaimana waktu kejadian
berlangsung, namun bukan berarti penyidik tidak
menempuh alterntif dalam menghadapi adanya
kemungkinan-kemungkinan hal tak terduga di
lapangan nanti.

Dalam menanggulangi hambatan yang
terjadi di TKP, penyidik telah melakukan koordinasi
dan analisa terlebih dahulu akan kemungkinan yang
terjadi nantinya dilapangan saat rekonstruksi
dilakukan. Kemudian diputuskan apakah tetap akan
dilaksanakan di TKP aslinya atau ditempat lain yang
menjadi alternatif TKP.

Apabila rekonstruksi tetap dilaksanakan di
TKP, maka polisi akan menyiapkan personil yang
memadai di lokasi untuk memperketat keamanan di
lokasi, terutama dalam menertibkan pihak luar
seperti masyarakat setempat serta keluarga korban
yang dikhawatirkan tersulut emosi kepada tersangka
atas perbuatannya terhadap korban. Namun apabila

dalam mempertimbangkan alasan keamanan yang
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kurang kondusif serta menghindari terjadinya
kericuhan dan bahaya terhadap tersangka dan saksi,
alternatifnya ialah dengan mengalihkan lokasi
rekonstruksi ke tempat lain.

Pemilihan tempat yang akan dijadikan
lokasi rekonstruksi harus didesain sama dengan
TKP aslinya. Jika TKPnya berada di persawahan,
maka tempat alternatifnya juga harus di persawahan
yang lokasinya wajib sama, sebab manakala lokasi
alternatifnya tidak sama dengan TKP, tersangka
akan kesulitan mengingat setiap detail tindakannya
dan dikhawatirkan akan ada peragaan yang tidak
dilakukan pada saat kejadian. Disamping itu,
penyidik akan kesulitan pula dalam pemeriksaannya
sebab lokasi pemilihan rekonstruksi tidak sama
dengan TKP yang sebenarnya.

Upaya selanjutnya dalam menghadapi
hambatan pelaksanaan rekonstruksi yang tidak sama
seperti pada saat kejadian dari segi waktu dan
kondisi, jika memungkinkan bagi penyidik dan
pihak lain yang terlibat seperti Jaksa Penuntut
Umum untuk  menyesuaikan pelaksanaan

rekonstruksi sama seperti waktu terjadinya
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peristiva, maka akan dilakukan di waktu dan
kondisi yang sama. Namun, kembali lagi kepada
S.O.P pelaksanaan rekonstruksi yang tidak
mengharuskan untuk dilakukan demikian, maka
pelaksanaan rekonstruksi seperti yang umumnya
dilakukan di setiap institusi kepolisian ialah pada
waktu pagi atau siang hari, tergantung dari kesiapan
seluruh pihak yang terlibat. Sebab rekonstruksi
hanyalah  berperan untuk memperkuat serta
membuat terang suatu peristiwa lewat setiap
peragaan tersangka tentang bagaimana ia melakukan
tindak pidana, alat yang digunakan dalam
melakukan aksinya serta untuk mengetahui motif
lain dalam tindakannya, persoalan waktu terjadinya
dan dalam kondisi seperti apa, bukan hal yang
penting yang harus ada dalam catatan Berita Acara

Rekonstruksi.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis,
maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam
mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah
hukum Polres Sinjai yaitu sebagai petunjuk guna
membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan,
sebagai barometer yang digunakan dalam pengujian
validitas antara keterangan saksi dan tersangka, dan
juga pendukung keyakinan  hakim  dalam
menjatuhkan putusan.

2. Hambatan  pelaksanaan  rekonstruksi  dalam
mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah
hukum Polres Sinjai yaitu, pelaksanaan rekonstruksi
yang tidak bisa dilakukan di Tempat Kejadian
Perkara oleh sebab faktor keamanan, sulit dijangkau
karena medan yang terjal, dan pelaksanaan
rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan dari segi
waktu dan kondisi  sebagaimana  peristiwa
sesungguhnya.

101
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3. Upaya penyidik dalam mengatasi hambatan
pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak
pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres
Sinjai, yaitu menyiapkan personil yang memadai
apabila pelaksanaan rekonstruksi tetap dilakukan di
TKP, melakukan rekonstruksi di tempat alternatif
yang tempatnya harus didesain sama dengan TKP
sesungguhnya apabila pelaksanaan rekonstruksi
tidak dilakukan di TKP, serta menyesuaikan
kesiapan dari masing-masing pihak yang turut serta
terlibat meski waktu dan kondisi yang tidak sama
dengan peristiwa terjadi.

B. Saran
Saran yang dapat penulis buat dari hasil
penelitian tersebut adalah:

1. Diperlukan suatu edukasi atau program sosialisasi
Kepolisian kepada masyarakat luas mengenai
eksistensi serta urgensi pelaksanaan
rekonstruksi kepada masyarakat luas agar mereka
memahami dan mampu menjalin kerjasama apabila
sewaktu-waktu terjadi tindak pidana yang
mengharuskan  dilaksanakan  rekonstruksi  di

lingkungan mereka.
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2. Diperlukan suatu prosedural yang baik yang harus
dipenuhi penyidik sebelum terjun ke lapangan
melaksanakan rekonstruksi agar pelaksanaan
rekonstruksi berjalan lancar dan kondusif dalam
rangka menemukan fakta peristiwa pidana yang

sebenarnya.
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PEDOMAN WAWANCARA

B.

ﬁii

|. Berapa jumish personel tim penyidik yang menangani tindak pidana umum?

2 Sudah beraps kuna bapak/iby menjadi penyidik di Reskrim Polres Sinjai?

3. Bagaimuma mekanisme penyclidikan dan pemyiddan tindak padana pembunuban
yang dilakukan oleh tim pesryidik Polres Sinjai?

4, Bersps banyak jumlah kasus tindak pidana pembumuban yung ditangani olch
penyidik Satreskrim Poires Sinjai dalam 3 tabun terakhir in? Apakah setiap kasus
pembunuhan yang ditangani okeh tim penyidk dirangkaikan dengan pelaksamaan
rekonstruksi?

S. Bagaimana tanggapan bapok/bu terkait keberadaan rekonstruksi kinsuseys dalam
pengungkapan tindsk pidans pembunuhan?

6. Bagaimuna schemarmya posisi rekonstruksi ini dalam hukum?

7. Apa saja hal yang mendasari schingga pelaksanaan rekonstruksi ini harus ada dalam
penyidikan tinduk pidans khususnya pembunuban? Dan apakah rekonstruksi tindak
pidama hanya dilakulan pada sast pemeriksaan tingkat peayidikan di kepofisian?

8. Scherspa penting rekoastruksi ini dindakan dalam proses penyidikan khususnya
dalam peristiwa tindak pidara pembunuhan?

9. Apakah dalam setiap peristina pidana pembunuhan penyidik kepolisian selalu
mebaksanakan rekonstruksi stau hasys pada setap timdak pulana pembumuban yang
dianggap rum?

10. Menurut bupsk/ibu mengapa rekonstruksi ini bukan sesuaty yang wajib dilaksanakan
dalm peayidikan? Mengmgat tidak terdapat saty aturan pun yang membahas secary



choplisit mengenal rekonutruksl, lalu mengapa harus ada rekomstruksi jika sifatnya
bukan sesuatu yang wajib ada dalan proses penyidikan?

1. Siapa xajakah yung harus menghadici proses rekorstrukai tersebut?

12. Dengan adanys pelaksanaan rekomstrukai ini pada tingkat penyidikan khususnya
tindak pidana pembunuhan, spaksh tim ponyidik kepolisian terbancy dalam
memperoleh alut bukti yung valid?

1. Sejuwuh mama kekustan pemboktion yang dilakukas dalam peoses rekonstruksi
wtaemanyn dalam pembuktian tindak pidama pembunahan?

14, Apakah rekomstruksi merupakan sty satunys metode dalsm hal pemeriksasn
tambuhan atin ada metode lain yang ditakukan selain rekoastruksi khususaya dalam
pemeriksaan tindak padana pembusuban? Jika ada, apa sajakah perbedaannys?

15. Apakah terdapat 5.0 P tersendie dalam mebiksanakan rekonstruksi?

16, Apakah dengan adanya proses rekonstruksi ini mampy mempengarshi hukuman
yang akan difutubkan kepada terdakwa di persidangan nantinys?

17, Apakah rekonstruksi mampu menjamin terkait kebenaran yong diberikan oleh
tersangka dalam setiap perugaannya di lapangan?

18, Hambatan apa sajakah yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi?

19. Apakah rekonstruksi memiliki keterbatasan dalam perannys membantu tim penyidik
dalam mengunglcap suaty tindak pidana pembunuban?

20. Upaya pakah yang dilakukan oleh tim penyidik dalam menghadapi kemungkinan-
Kermingkinan adanys hambatan di bipangan nanti?




DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama . Irman, S.H

NRP : 78110549

Jabatan : Kepala Unit Resum Polres Sinjai
Alamat - JIn. Jend. Sudirman

B. Pertanyaan

1. Berapa jumlah personel tim penyidik yang
menangani tindak pidana umum?
Jawaban:
Disini, ada 6 orang termasuk saya.

2. Sudah berapa lama bapak menjadi penyidik di
Reskrim Polres Sinjai?
Jawaban:
Saya menjadi penyidik disini sekaligus kanit
tipidum sudah 2 tahun. Kalau bertugas di Polres ini
saya sudah dari tahun 2010/2011 kalau tidak salah.

3. Bagaimana mekanisme penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tim
penyidik Polres Sinjai?
Jawaban:



Jadi mekanismenya itu sesuai dengan perkap, bahwa
setiap tindak pidana itu entahkah itu pembunuhan
atau apa, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan.
Penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan
penyidik untuk menemukan atau menentukan suatu
perkara tindak pidana. Jika sudah ditemukan bukti
permulaannya cukup, akhirnya digelarkanlah gelar
perkara untuk penentuan dapat tidaknya dilakukan
penyidikan. Nah, syaratnya itu bahwa memang
dalam suatu perkara itu ada tindak pidana maka
bisa ditemukan bahwa kasus itu bisa dilakukan
proses penyidikan. Setelah naik dari penyelidikan ke
penyidikan, jadi sudah berupa upaya hukum jadi
berupa pro justitia seperti dilakukan pemeriksaan
kemudian penyitaan barang bukti, dilakukan
penangkapan dan penahanan. Setelah semuanya
rampung, kemudian dilakukan penelitian berkas.

Berapa banyak jumlah kasus tindak pidana
pembunuhan yang ditangani oleh penyidik
Satreskrim Polres Sinjai dalam 3 tahun terakhir ini?
Apakah setiap kasus pembunuhan yang ditangani
oleh tim penyidik dirangkaikan dengan pelaksanaan

rekonstruksi?



Jawaban:

Pada tahun 2021 ada 1 kasus, kemudian tahun 2022
ada 4 kasus dan di tahun ini ada 1 kasus yang
ditangani penyidik Polres Sinjai. Dan setiap kasus
tersebut kami mengadakan rekonstruksi.

Bagaimana tanggapan bapak terkait keberadaan
rekonstruksi khususnya dalam pengungkapan tindak
pidana pembunuhan?

Jawaban:

Bahwa itu sangat penting dilakukan untuk lebih
menambah terang suatu kekuatan tindak pidana.
Artinya Kketika sebelum dilakukan rekonstruksi
kadang tidak muncul apa-apa yang memang sudah
pernah dilakukan oleh pelaku tapi ketika rekons
disitu biasa muncul bahwa ternyata, seperti ini
ternyata sebelum dibunuh korban sempat diseret
dulu sama pelakunya atau dipukul dulu, disitu biasa
terungkap. Karna biasanya pada saat pemeriksaan
itu pelakunya hanya mengatakan langsung
membunuh pak, nah ternyata setelah rekons ternyata
pelaku tidak langsung menikam, ternyata dipukul

dulu baru ditikam.



6. Bagaimana sebenarnya posisi rekonstruksi ini dalam

hukum?

Jawaban:

Nah kalau posisi rekonstruksi ini sangat penting
karna itu artinya dia kedudukannya dalam
persidangan itu sangat penting dalam membuktikan
suatu perbuatan pidana. Artinya ini salah satu teori
yang digunakan dalam persidangan bahwanya
rekonstruksi itu ternyata penting karena bisa
mengungkap sisi apa yang sebenarnya terjadi dalam
hal perbuatan tindak pidana.

7. Apa saja hal yang mendasari sehingga pelaksanaan
rekonstruksi ini harus ada dalam penyidikan tindak
pidana khususnya pembunuhan? Dan apakah
rekonstruksi tindak pidana hanya dilakukan pada
saat pemeriksaan tingkat penyidikan di kepolisian?
Jawaban:

Rekonstruksi dilakukan pada tingkat penyidikan
kepolisian, namun pada saat rekonstruksi itu Kita
biasanya mengundang dari JPU untuk hadir
menyaksikan rekonstruksi dan frekuensinya hanya 1
kali dilakukan di tingkat penyidikan dan dihadirkan
jaksa untuk menyaksikan dan juga membantu dalam



hal apa-apa yang dibutuhkan dalam proses
rekonstruksi dan apa-apa hal yang penting untuk dia
teliti dalam rekonstruksi itu, biasanya pihak JPU
juga memberikan pertanyaan kepada pelakunya.

. Seberapa penting rekonstruksi ini diadakan dalam
proses penyidikan khususnya dalam peristiwa tindak
pidana pembunuhan?

Jawaban:

Sangat penting, dilakukan dalam hal membuat
terang suatu perkara pidana karna kadang pada saat
dilakukan pemeriksaan kadang tersangka atau kita
penyidik belum menemukan apa-apa yang memang
sedang pernah dilakukan oleh pelaku nah ketika
dilakukan rekonstruksi biasanya disitu terungkap
bahwa selain dia seumpama  melakukan
pembunuhan dengan cara ditebas atau ditikam disitu
biasanya terungkap bahwa dia pengakuannya
umpamanya dia melakukannya satu kali kemudian
bisa terungkap dua kali ternyata, nah itu bisa
membuat terang suatu perkara, makanya sangat
penting dilakukan. Apapun tindak pidana yang

seperti pencurian juga itu dilakukan rekonstruksi.



9.

10.

Apakah dalam setiap peristiwa pidana pembunuhan
penyidik kepolisian selalu melaksanakan
rekonstruksi atau hanya pada setiap tindak pidana
pembunuhan yang dianggap rumit?

Jawaban:

Jadi bukan hanya kasus pembunuhan yang dianggap
rumit saja yang dilakukan rekonstruksi. Kasus
pembunuhan yang dianggap mudah pun perlu
dilakukan rekonstruksi. Pada intinya kasus yang
menonjol seperti pembunuhan atau pencurian itu
perlu dilakukan rekonstruksi.

Menurut bapak/ibu mengapa rekonstruksi ini bukan
sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam penyidikan?
Mengingat tidak terdapat satu aturan pun yang
membahas secara eksplisit mengenai rekonstruksi,
lalu mengapa harus ada rekonstruksi jika sifatnya
bukan sesuatu yang wajib ada dalam proses
penyidikan?

Jawaban:

Menurut saya ini wajib sebenarnya. Dalam kasus-
kasus pidana yang menonjol itu perlu dilakukan
rekonstruksi, sebab itu menjadi persyaratan materill
juga di persidangan nantinya. Makanya dihadirkan



11.

12.

pihak JPU untuk menyaksikan rekonstruksi karna
itu untuk menambah bukti di persidangan. Kalaupun
pihak tersangka mengelak tetapi dengan adanya
rekonstruksi ini dia tidak bisa mengelak lagi sebab
apa yang dilakukan pada saat rekonstruksi itu semua
tercantum dalam berkas perkara yang dibuat dalam
Berita Acara Rekonstruksi yang berupa adegan-
adegan yang dilakukan itu semua terangkum
didalamnya.

Siapa sajakah yang harus menghadiri proses
rekonstruksi tersebut?

Jawaban:

Pihak kejaksaan saja. Tidak menghadirkan pihak
lain. Berbeda dengan kasus kemarin yang di duren
sawit karena kasusnya cukup menyita perhatian
publik bahkan hakim pun turun ke lokasi. Yang
terlibat hanya dari inafis, penyidik, dari jpu.

Dengan adanya pelaksanaan rekonstruksi ini pada
tingkat penyidikan khususnya tindak pidana
pembunuhan, apakah tim penyidik kepolisian
terbantu dalam memperoleh alat bukti yang valid?
Jawaban:

Terbantu dengan adanya itu.



13.

14.

Sejauh mana kekuatan pembuktian yang dilakukan
dalam proses rekonstruksi utamanya dalam
pembuktian tindak pidana pembunuhan?

Jawaban:

Bisa menjadi salah satu penunjang untuk hakim
dalam menjatuhkan putusan. Rekonstruksi dapat
membuat terang suatu perbuatan pidana, yang mana
kadangkala pada saat dilakukan pemeriksaan, dia
tidak menjelaskan secara keseluruhan apa yang
dilakukan sebelum dan sesudah kejadian. Pada saat
rekons, disitu biasanya terungkap. Pada saat
rekonstruksi yang bercerita hanyalah pelaku
mengenai perbuatan apa saja yang ia lakukan, dia
yang tahu sendiri baik sebelum Kkejadian dan
sesudah kejadian.

Apakah rekonstruksi merupakan satu satunya
metode dalam hal pemeriksaan tambahan atau ada
metode lain yang dilakukan selain rekonstruksi
khususnya dalam pemeriksaan tindak pidana
pembunuhan? Jika ada, apa sajakah perbedaannya?
Jawaban:

Sejauh ini, hanya rekonstruksi saja



15.

16.

Apakah  terdapat S.O.P  tersendiri  dalam
melaksanakan rekonstruksi?

Jawaban:

S.0.Pnya seperti pelaksanaannya di TKP, kalau
tidak memungkinkan ya dilakukan di tempat lain
yang sama dengan TKP sebenarnya, kemudian
semua peragaan yang dilakukan oleh tersangka
dilakukan dokumentasi berupa foto yang akan
dimuat dalam berita acara rekonstruksi.

Apakah dengan adanya proses rekonstruksi ini
mampu mempengaruhi  hukuman yang akan
dijatunkan kepada terdakwa di persidangan
nantinya?

Jawaban:

Setahu saya, hakim menjatuhkan  putusan
berdasarkan penilaiannya sendiri. Terkait penilaian
yang seperti apa, banyak kategorinya seperti pada
saat persidangan apakah terdakwa patuh, apakah
sopan, itu salah satu pertimbangan hakim.
Kemudian, hasil rekonstruksi itu memang bisa
menunjang juga untuk hakim menjatuhkan putusan.
Artinya pada saat dilakukan pemeriksaan semua

yang dia lakukan pelaku dia tidak bisa jelaskan
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18.

19.

secara transparan, ternyata setelah rekonstruksi
muncul beberapa fakta sebenarnya sehingga
dikatakan bahwa pelaku menutupi sebagian
perbuatannya, itulah gunanya rekonstruksi itu ada.
Apakah rekonstruksi mampu menjamin terkait
kebenaran yang diberikan oleh tersangka dalam
setiap peragaannya di lapangan?

Jawaban:

Menjamin

Hambatan apa sajakah yang dihadapi penyidik
dalam melaksanakan rekonstruksi?

Jawaban:

Jadi kalau berbicara hambatan penyidik dalam
melakukan rekonstruksi sejauh ini belum ada.
Paling hanya kepada pemilihan tempat rekonstruksi
yang tidak bisa dilakukan di TKP karena alasan
keamanan. Selain itu rekonstruksi juga tidak bisa
menyesuaikan kesamaan waktu kejadian, misalnya
pada suasana malam hari, atau pagi hari atau dalam
kondisi hujan.

Apakah rekonstruksi memiliki keterbatasan dalam
perannya membantu tim  penyidik  dalam

mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan?



20.

Jawaban:

Keterbatasannya hanya ketika pelaku tidak
transparan dalam mengungkapkan perbuatan yang
telah dilakukannya. Namun ketika dilaksanakan
rekonstruksi, biasanya faktanya akan terungkap
dengan sendirinya.

Upaya apakah yang dilakukan oleh tim penyidik
dalam menghadapi  kemungkinan-kemungkinan
adanya hambatan di lapangan nanti?

Jawaban:

Jika berbicara misalnya pemilihan tempat alternatif
untuk melaksanakan rekonstruksi selain  TKP
sebenarnya, untuk menghindari adanya
kemungkinan dari pihak keluarga korban yang tidak
menerima segala peragaan yang dilakukan pelaku
sehingga melakukan tindakan diluar perkiraan,
maka dicarikanlah lokasi alternatif untuk dijadikan
sebagai TKP pada saat rekonstruksi. Pemilihan
tempat alternatifnya pun perlu mempertimbangkan
model tempat yang harus sama dengan tkp yang
sesungguhnya. Jika tidak sama, maka biasanya JPU

tidak setuju, memang harus sama.



ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA

No. Pol: Skep 1205/1X/2000
Tentang
Proses Penyidikan Tindak Pidana
Bab III

Pelaksanaan
Angka 8.3 (a dan d)

a) Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk
mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan
tersangka atau saksi dan atau barang bukti maupun
tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi,
sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun
barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi
jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara
Pemeriksaan,;

d) Metode Pemeriksaan dapat menggunakan teknik:

(1) Interview;

(2) Interogasi;

(3) Konfrontasi;
(4) Rekonstruksi.

Sumber: Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan
Tindak Pidana, Terbitan Mabes Polri. Jakarta, Mei 1987



*

(8

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
a  bahwa Kepolsian Negara Republk Indonesia merupakan alat

menagakkan  hukum, memberkan perindungan,
pengayoman don pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memebhara keamanan dalam neger,

negirn yang berperan dalam memelihara keamanan dan
kotertban, .

bahwa berdasarkan pedimbangan sebagamana dmaksud dalam
hund a dan hurut b, periu menetapkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang  Manejemen
Ponyidisan Tindak Pidana;

Ungang-Undang Nomot 8 Tahun 1981 jertang Hukum Acars
Pidana (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 1881
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 3208);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republé indonesia (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomar 4168),

Permiuran Presiden Nomor 52 Tahun 2010 temtang Susuran
Organisasi dan Tata Kerja Kepolsian Negara Republi Indonasia;

Menetapkan - PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK
INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA.



Pasal 68

(1) Untuk kepentingan pembuktian, Penyidi/Penyidik Pembantu dapal melakukan
rekonstruksi dan membuat dokumentasi.

(2)  Penydik/penyidk pembantu wajib membuat benta acara rekonstruksi.

Dutotapkan o Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIX INDONESIA,

Dwndangkan d Jakarta
pada tangoal 2012

MENTER!I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum,
Penvidik  Kepolistan  Negara  Republik  Indonesia
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang
penyidikan  tindak  pidana sesual dengan  peraturan
perundang-undangan, yang  dilaksanakan  secara
profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap
perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum
yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan
kemanfaatan;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas
penyidikan masih terdapat kekurangan, periu dibuat
petunjuk pelaksanaan mengenai  penyidikan tindak
pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia dapat melaksanakan rtugas, fungsi, dan
wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Penyidikan tindak pidana;



Mengingat :  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

(1)

(3

INDONESIA TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

Pasal 24
Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan
pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi
dengan saksi atau saksi dengan tersangka.
Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Penyidik/Penyidk  Pembantu  wajib
menghindarkan terjadinya konflik.
Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi
atau tersangka, Penwvidik/Penyidik Pembantu dapat
melakukan rekonstruksi.






DOKUMENTASI

Gambar 5
Kegiatan Wawancara dengan Bapak Irman, S.H (Kepala Unit
Resum Satreskrim Polres Sinjai) pada tanggal 2 Mei 2023
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KEPOUSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWES| SELATAN

Nomer :SKPI%IVINZS { Reskom
1. Rujukan;

. Sural Dekan Universias lslam Ahmad Dahlan Nomor - 217/D3IN ANF/2023
fangoal 11 April 2023 Perihal : Permohonan Iz Peneldan

b, Disposisi Kapoires Sinjl Nomor agenda 8/ 1V / 2023/ Skum, tanggal 26 Mei
2023, perihal Parmohonan i2in Penelitan
2 Sehubungan dongan hal lersebet diatas, dielaskan benar batwa |

Nama : AL IMRAN
No stambuk NI : 100307054
Program Stud : Hukum Pidana islam

Telah selesal melsksanakan penelition pada Kantor Kepolisian Resor Sinjal dengan
Juckd :

“KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM
MENGUNGKAP TINDAX PIDANA PEMBUHUNAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES SINJAI®

3 Demidan sural kelerangan ini dberkan kepada yang bevsanguutsn untuk
digunakan sebagaimana mestinyn.
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BIODATA PENULIS

Nama

NIM

Tempat/Tanggal Lahir
Alamat

Kelurahan Bongki,

Kabupaten Sinjai

Pengalaman Organisasi

UIAD Sinjai

Riwayat Pendidikan
1. SD/MI
2. SLTP/MTS
3. SMU/MA
4.D1/D2

Handphone

Email

Nama Orang Tua

Riwayat Pekerjaan

: Al Imran

: 190307054

: Sinjai, 15 Maret 1999

: JI. G. Bawakaraeng No. 18,

Kecamatan Sinjai Utara,

: Himaprodi Hukum Pidana Islam

: SDN. 1 Balangnipa

: MTs. Negeri Sinjai Utara

: MA. Syiar Islam Batulappa

: Ul Ahmad Dahlan Sinjai

: 0882022641061

> alimranmando@gmail.com

: AKP Sudirman Mando (Ayah)
Hj. Ernawati, S.Kep., Ns. (Ibu)
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